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ABSTRAK

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals/SDGs) di tingkat desa memerlukan kolaborasi
lintas lembaga. Namun, dalam praktiknya, kolaborasi antar lembaga
sering kali sulit diwujudkan karena perbedaan orientasi dan
kepentingan. Salah satu lembaga yang memiliki potensi besar dalam
membangun kemitraan strategis adalah Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa), yang berorientasi pada penguatan ekonomi desa.
Sayangnya, kolaborasi antara BUM Desa dengan lembaga lain, seperti
pondok pesantren belum ditemukan. Padahal, pondok pesantren
merupakan institusi sosial-keagamaan yang memiliki jejaring kuat dan
pengaruh signifikan di masyarakat. Salah satu bentuk kolaborasi
antara BUM Desa dan Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI)
Assalaam dapat ditemukan di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis model kolaborasi serta menjelaskan
proses terjadinya kolaborasi antara BUM Desa dan pondok pesantren
yang memiliki orientasi berbeda dalam mendukung pencapaian SDGs.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola
BUM Desa, pimpinan pondok pesantren, pemerintah desa, dan tokoh
masyarakat, serta melalui observasi, dan studi dokumentasi. Analisis
data dilakukan secara tematik melalui pengumpulan data, tahapan
kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara BUM
Desa dan PPMI Assalaam dalam mendukung pencapaian SDGs dapat
terlaksana karena saling mendukung. BUM Desa membutuhkan mitra
sumber daya manusia yang produktif dari PPMI Assalaam dan dapat
terwujud dalam sembilan kegiatan: empat kegiatan di bidang ekonomi,
tiga kegiatan di bidang sosial, dan dua kegiatan di bidang lingkungan.
Kolaborasi tersebut dapat terbangun karena empat aspek utama, yaitu:
(1) kondisi awal, (2) desain kelembagaan, (3) kepemimpinan
fasilitatif, (4) dinamika kolaboratif (meliputi kepercayaan, dialog, dan
pemahaman bersama). Kolaborasi antara entitas ekonomi (BUM
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Desa) dan entitas keagamaan (pondok pesantren) terbukti menjadi
model dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan
berkelanjutan. Temuan ini mendukung teori Collaborative
Governance dari Ansell dan Gash (2008), khususnya terkait
pentingnya aspek frust dan kepemimpinan fasilitatif. Penelitian ini
juga menguatkan Social Enterprise Theory dari Dees, J. G. (1998)
yang menekankan pentingnya nilai sosial dalam praktik ekonomi;
serta selaras dengan Stewardship Theory dari Davis et al. (1997) yang
memandang aktor organisasi sebagai pelayan kepentingan bersama.
Selain itu, model kolaborasi ini juga mengafirmasi Sharia Enterprise
Theory dari Triyuwono, 1. (2006), yang menekankan integrasi nilai
spiritualitas dan keadilan sosial dalam tata kelola usaha (nilai religius).

Kontribusi penelitian ini memperkaya khazanah literatur
tentang governance berbasis komunitas dengan memasukkan
perspektif kolaboratif lintas sektor keagamaan dan ekonomi di tingkat
desa. Hal ini membuka ruang baru dalam kajian pembangunan desa
berbasis nilai lokal dan spiritualitas sebagai pendekatan alternatif yang
kontekstual dalam pencapaian SDGs.

Kata kunci: kolaborasi, pondok pesantren, BUM Desa, pembangunan
desa, SDGs
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ABSTRACT

Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) at the
village level requires cross-institutional collaboration. However, in
practice, such collaboration is often difficult to realize due to differing
orientations and interests among institutions. One institution with
significant potential to build strategic partnerships is the Badan Usaha
Milik Desa (BUM Desa, Village-Owned Enterprise), which focuses
on strengthening the village economy. Unfortunately, collaborations
between BUM Desa and other institutions, such as pondok
pesantren (Islamic boarding schools), are rarely found. In fact, pondok
pesantren are socio-religious institutions with strong networks and
significant influence within communities.

A notable example of collaboration between a BUM Desa and
a Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalam can be found in
Sukoharjo Regency. This study aims to analyze the collaboration
model and explain the underlying reasons for the cooperation between
BUM Desa and a pondok pesantren—two institutions with differing
orientations—in supporting the achievement of SDGs.

This research employs a qualitative approach with a case study
method. Data were collected through interviews with BUM Desa
managers, pondok pesantren leaders, village government officials,
and community figures, as well as through observation and document
analysis. Data were thematically analyzed through data collection,
condensation, display, and conclusion drawing.

The findings reveal that collaboration between BUM Desa and
PPMI Assalam in supporting the SDGs emerged from mutual needs—
specifically, BUM Desa required productive human resources, which
PPMI Assalam could provide. This collaboration materialized through
nine initiatives: four in the economic sector, three in the social sector,
and two in the environmental sector.

Four key aspects facilitated the collaboration: (1) initial
conditions, (2) institutional design, (3) facilitative leadership, and (4)
collaborative dynamics (including trust, dialogue, and shared
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understanding). The collaboration between an economic entity (BUM
Desa) and a religious entity (pondok pesantren) proves to be a viable
model for inclusive and sustainable village development.

These findings support the Collaborative Governance theory of
Ansell and Gash (2008), particularly regarding the importance of trust
and facilitative leadership. The study also reinforces Dees’, J.G.
(1998) Social Enterprise Theory, which emphasizes the role of social
values in economic practice, and aligns with the Stewardship Theory
of Davis et al. (1997), which views organizational actors as stewards
of the common good. Furthermore, the collaboration model affirms
Triyuwono’s (2006) Sharia Enterprise Theory, which integrates
spirituality and social justice in enterprise governance (religious
values).

This research contributes to the literature on community-based
governance by incorporating a collaborative, cross-sectoral
perspective—religious and economic—at the village level. It opens a
new space in village development studies, offering a contextually
relevant alternative approach to achieving the SDGs through local
values and spirituality.

Keywords: collaboration, Islamic boarding school, Village-Owned
Enterprise (BUM Desa), rural development, SDGs.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan
0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

i‘;;‘ll)f Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
< B B Be

< Ta’ T Te

& Sa’ $ es (dengan titik atas)
z Jim J Je

z Ha’ h ha (dengan titik bawah)
¢ Kha’ Kh ka dan ha

3 Dal D De

A Zal Z zet (dengan titik atas)
D) Ra’ R Er

J za’ Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik bawah)
o= Dad d de (dengan titik bawah)
L Ta’ t te (dengan titik bawah)
L 7a z zet (dengan titik bawah)
¢ ‘Ain ¢ Apostrof terbalik

& Ghain Gh Ge

- Fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

i Kaf K Ka

J Lam L El

B Mim M Em

X1X



J Nin N En

g Waw \W We
2 Ha’ H Ha

s Hamzah ’ Apostrof
@ Ya’ Y Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab Ditulis
3 Azt b e muddah muta ‘ddidah
Cpaia (e Ja ) rajul mutafannin muta ‘ayyin
C. Vokal Pendek
Harakah Ditulis Kata Arab Ditulis
Fathah A Ji8 g el (pa man nasar wa qatal
Kasrah I 488 ja ?S kamm min fi’ah
Dammah U Eali g (el g (s | Sudus wa khumus wa
Sulus
D. Vokal Panjang
Harakah Ditulis Kata Arab Ditulis
Fathah A Ole 3V 5 Cl_“\é fattah razzaq mannan
Kasrah I 88 g ypSaa miskin wa faqir
Dammah U oA JsAd dukhiil wa khurij
E. Huruf Diftong
Kasus Ditulis | Kata Arab Ditulis
Fathah bertemu waw mati Aw J gl ga Maulud
Fathah bertemu ya’ mati Ai Cratga Muhaimin

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata érab Ditulis
] a’antum
Cp Bl Ciae § u‘iddat li alkafirin
A3 S ol la’in syakartum
Clall e ) i ‘anah at-talibin
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G. Huruf Ta’ 7a’ Marbitah

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

KataArab Ditulis
diymday) zaujah jazilah
5%aa 4 ) Jjizyah muhaddadah

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah

diserap kedalam Bahasa Indonesia,

seperti salat, zakat, dan

sebagainya, kecualijika dikehendaki lafal aslinya.
Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah,

makaditulis dengan “h”.

Kata Arab Ditulis
g ganall AL takmilah al-majmii ‘
daaall 3 D halawah al-mahabbah

2. Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakah (fathah, kasrah,
atau dammah), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang

relevan.

Kata Arab

Ditulis

hall3l<

zakatu al-fitri

sihiadl 3 yas )

ila hadrati al-mustafa

elalal) A

jalalata al- ‘ulama’

H. Kata Sandang alif dan lam atau “al-”

1. Bila diikuti huruf gamariyyah
Kata Arab Ditulis
Jlisall sy bahs al-masa’il

Al Jandd

al-mahsul li al-Ghazalr

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan

huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf

641”

(eD)-nya.
Kata Arab Ditulis
Crallall dile ) i ‘anah at-talibin
ALl Al ) ar-risalah li asy-Syafi ‘i
)l HA syazarat az-zahab
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa—desa di Indonesia terus menerus melakukan pembangunan
berkelanjutan untuk mewujudkan tujuh belas tujuan pembangunan
yang menjadi kesepakatan dunia (SDGs). Konsep pembangunan ini
kemudian diuraikan dalam banyak kegiatan, salah satunya di desa
dengan sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
Sustainable Development Goals (SDGs) Desa merupakan upaya yang
dilakukan untuk mewujudkan delapan tipologi desa, yaitu desa tanpa
kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli
kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa
ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya.! Pada
tahun 2030 tujuan SDGs ditargetkan tercapai. Delapan sasaran
tersebut dapat disederhanakan menjadi tiga dimensi, yaitu lingkungan,
sosial, dan ekonomi.’

Agar tujuan SDGs tercapai, diperlukan sinergi berbagai pihak,
dibutuhkan kerja sama lintas aktor yang inklusif dan berbasis pada
kekuatan lokal. Sinergi antara berbagai lembaga dan aktor lokal sangat
penting untuk mewujudkan SDGs Desa secara efektif, data pencapaian
SDGs (Sustainable Development Goals) desa di Indonesia untuk tahun
2024 menunjukkan progres yang signifikan. Secara khusus, SDGs
Desa telah berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan
pembangunan nasional berkelanjutan, dengan perkiraan mencapai
74%. Salah satu aktor penting dalam mendukung pembangunan desa

! Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi ~ Republik  Indonesia =~ Nomor 13 Tahun  2020.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/151181/permendes-pdtt-no-13-tahun-2020

2 Dahlmann, F., Stubbs, W., Griggs, D., & Morrell, K. (2019). Corporate
actors, the UN Sustainable Development Goals and Earth System Governance:
A research agenda. Anthropocene Review, 6 (1-2), 167-176.

3 https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/indonesia-
capai-62-5-persen-target-sdgs-2030-tertinggi-di-
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adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa) dinilai memiliki peran penting dalam membantu
mewujudkan percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)
desa.* Tujuan pendirian BUM Desa salah satunya adalah untuk
meningkatkan pendapatan asli desa melalui kegiatan usaha ekonomi,
melakukan layanan umum, memperoleh keuntungan atau laba,
pemanfaatan aset, dan mengembangkan ekonomi digital.’

Unit usaha BUM Desa mampu menopang pembangunan serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.® Hal ini sesuai Pasal 19
Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa
BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) berupa
pelayanan umum (serving) dan mendapatkan keuntungan finansial.
Bisnis pelayanan umum tersebut bisa meliputi pemanfaatan sumber
daya lokal untuk membuat unit usaha, yaitu: air minum, usaha listrik,
lumbung pangan, dan sebagainya.’

BUM Desa merupakan lembaga ekonomi desa yang hingga saat
ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi
desa.® Saat ini terdapat hampir 50.000 BUM Desa di Indonesia dengan

asia#t:~:text=Jakarta%2C%?20InfoPublik%20%E2%80%93%20Tujuan%20Pem
bangunan%?20Berkelanjutan,yang%20hanya%20mencapai%2017%?20persen.

#Yuliana, E., & Alinsari, N. (2022). Penerapan Tata Kelola Badan Usaha
Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa. Owner,
6(3), 2789-2799.

5 Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa, Nuraini, H. (2020). Building Village Economic Independence Through
Village-Owned Enterprises (BUM Desa. 389(Icstcsd 2019), 49-54.

¢ Sinarwati, N. K., Kusuma Dewi, L. G., Sugiantara, F., Wasuka, B. P., &
Safitri, S. A. (2022). Model for Increasing Micro and Small Enterprises
Performance through Optimizing the Role of BUMDes. Jurnal llmiah Akuntansi,
6(2), 379. Larasdiputra, G. D., Anggiriawan, P. B., Kawisana, P. G. W. P., &
Putra, I. G. B. N. P. (2019). The Role of Village Owned Enterprises in Increasing
the Rural Economy. International Journal of Advances in Social and Economics,
1(2), 60-66.

7 Nilawati, E., & Harvitrananda, P. (2021). Peranan Badan Usaha Milik
Desa Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Publikauma:
Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 9(1), 11-25.

8 Dahlmann, F., Stubbs, W., Griggs, D., & Morrell, K. (2019). Corporate
actors, the UN Sustainable Development Goals and Earth System Governance:
A research agenda. Anthropocene Review, 6(1-2), 167-176.
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rincian 1.000 BUM Desa yang sudah berkembang, 10.000 BUM Desa
yang sedang berkembang, dan 30.000 BUM Desa yang masih dalam
tahap rintisan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam
meningkatkan usaha BUM Desa adalah program scale up BUM Desa.’

Di Jawa Tengah, perkembangan BUM Desa tertinggi di
Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 6.695 BUM Desa.' Dari jumlah
tersebut, BUM Desa kategori dasar sebanyak 2.899 unit, kategori
tumbuh sebanyak 3.827 unit, kategori berkembang sebanyak 483 unit,
dan kategori BUM Desa maju sebanyak 130 unit. Sedangkan
perkembangan BUM Desa di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, di
tahun 2024, yang terdiri dari 12 Kecamatan yang memiliki 17
Kelurahan dan 150 Desa, terdapat 145 BUM Desa, termasuk Desa
Pabelan, Kecamatan Kartasura. Data BUM Desa tersebut terdiri dari
37 unit kategori perintis, 61 unit kategori pemula, 43 unit kategori
berkembang, dan 4 unit kategori maju.!' Sebagian besar permasalahan
yang dihadapi BUM Desa adalah tantangan, seperti keterbatasan
modal, manajemen, dan jejaring pasar.'?

Supaya BUM Desa mampu mewujudkan tujuannya, maka
dalam menjalankan bisnisnya, perlu melakukan kolaborasi, baik
dengan pemerintah desa ataupun lembaga-lembaga yang ada di desa.
Diperlukan kerja sama yang kuat dan koordinasi yang intensif antara
pemangku kepentingan dan masyarakat di desa.”® Hal ini sesuai
prinsip tata kelola BUM Desa yang terdiri dari kooperatif, partisipatif,
emansipatif, transparan, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.'*
Kooperatif dimaknai bahwa semua pihak yang terlibat dan pemangku

9 Fafurida, Karsinah, & Bowo, P.A. (2022). Scale-up collaboration model
of village-owned enterprises for increasing village economy. International
Journal of Sustainable Development and Planning, 17(8), 2615-2619.

10 https://kemendesa.go.id/

' https://bumdes.kemendesa.go.id/.

12 https://en.wikipedia.org/wiki/Village-
owned_enterprise?utm_source=chatgpt.com

13 Khaerunnisa, R. (2024). BPKP sebut baru 75,8 persen BUMDes di
Indonesia yang aktif. https://www.antaranews.com/berita/4392098/bpkp-sebut-
baru-758-persen-bumdes-di-indonesia-yang-aktif

14 Purnomo, J. (2017). Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa). Yogyakarta: Infest. 48.
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kepentingan (stakeholders) di dalam pengelolaan BUM Desa perlu
memiliki kerja sama yang baik untuk pengembangan dan
kelangsungan usaha.!’ Partisipatif bermakna semua pihak yang
terlibat dalam BUM Desa bersedia secara sukarela memberikan
dukungan dan kontribusi dalam pengambilan keputusan yang dapat
mendorong kemajuan usaha BUM Desa. Emansipatif bermakna
semua pihak yang terlibat dalam BUM Desa harus diperlakukan sama
tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Akuntabel bermakna
bahwa  seluruh  kegiatan =~ BUM  Desa  harus  dapat
dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.'®
Fenomena maraknya budaya individualistis serta semakin
ketatnya persaingan dan kompetisi di seluruh aspek kehidupan
membuat  budaya  kolaboratif  (collaborative-culture)  perlu
dikembangkan.!” Terlebih dengan struktur pemerintahan pasca-
reformasi yang bertumpu pada semangat desentralisasi, kebutuhan
akan collaborative action, collaborative-project, collaborative-
venture, dan collaborative-planning serta kolaborasi ekonomi
(economic collaborative) semakin diperlukan.'® Indonesia saat ini
semakin membutuhkan pola dan skema kemitraan yang bersifat
kolaboratif di berbagai sektor kehidupan.'” Semangat ini juga
merupakan cerminan dari akar budaya dan karakter asli masyarakat
Indonesia, yaitu gotong-royong. Salah satu lembaga di desa yang
potensial untuk bekerja sama dengan BUM Desa adalah pondok
pesantren. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga

15 Clarkson, M. B. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing
and Evaluating Corporate Social Performance. The Academy of Management
Review, 20 (1), 92-117.

16 Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019).
Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan
Bisnis, 22(2), 257-288.

17 Firmanzah. (2015). Marketing Politik. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
128.

8 Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative Governance
Regimes. Washington, DC: Georgetown University Press. Hal.55.

19 Clarkson, M. B. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing
and Evaluating Corporate Social Performance. The Academy of Management
Review, 20 (1), 92-117.
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pendidikan Islam yang telah ikut serta di dalam pembangunan
masyarakat desa.?’

Meningkatnya jumlah pondok pesantren menunjukkan tingkat
kepercayaan masyarakat yang semakin besar pada lembaga
pendidikan ini. Berdasarkan data dari Kementerian Agama pada tahun
2019 terdapat 25.938 pesantren dengan 3.962.700 santri yang tersebar
di seluruh Indonesia.?! Jumlah pesantren serta sumber daya cukup
besar yang dimilikinya seharusnya dapat memungkinkan mereka
untuk membuat jaringan kerja sama antar pesantren atau dengan
lembaga lain, seperti BUM Desa, sehingga dapat memaksimalkan
potensi dan peluang mereka menuju kemandirian ekonomi.

Masalah serupa juga terjadi di pondok pesantren yang mencoba
mengembangkan unit ekonomi. Meskipun sekitar 85% pesantren di
Indonesia kini memiliki minimal satu unit usaha—menunjukkan
langkah positif menuju kemandirian—namun banyak di antaranya
masih terseok karena keterbatasan manajerial, permodalan, dan
integrasi distribusi.’??> Salah satu kendala utama adalah minimnya
keterampilan profesional dalam pengelolaan usaha serta kurangnya
pendampingan teknis yang berkelanjutan.”®

Pondok pesantren yang mampu mengembangkan potensi dan
dapat meningkatkan taraf ekonomi pondok pesantren tentulah akan
berdampak positif bagi pondok pesantren dan masyarakat
sekitarnya.”* Pondok pesantren dituntut harus memulai membangun

20 Dhofier, Z. (2015). Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup
Kiai. Jakarta: LP3ES. 58.

21 Zaki, 1., Zusak, M. B. F., Mi’raj, D. A., & Hasib, F. F. (2022). Islamic
Community-based Business Cooperation and Sustainable Development Goals:
A Case of Pesantren Community in Indonesia. International Journal of Ethics
and Systems 38(4), 621-632.

2 https://www.tebarberita.id/tantangan-pesantren-membangun-
kekuatan-ekonomi/?utm_source=chatgpt.com

23 https://islami.co/ketika-pesantren-bertemu-startup-mengupas-lengkap-
ekonomi-pesantren-yang-jarang-terlihat/?utm_source=chatgpt.com

24 Saputro, M.R., & Sukiman. (2024). Innovative Strategies in
Revitalizing Islamic Education: Case Studies in Pesantren as a Model of
Community Empowerment. International Journal of Social Service and
Research (IJSSR) 4(2), 585-593.
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unit—unit usaha yang dikelola secara internal, sehingga ke depannya
pondok pesantren tidak akan mengalami hambatan seperti kekurangan
modal perekonomian untuk menjalankan lembaganya.>> Salah satu
cara untuk meningkatkan potensi ekonomi yakni dengan melakukan
kolaborasi.?® Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa usaha yang
berbasis komunitas, seperti yang dikembangkan oleh pesantren
memiliki beberapa manfaat, seperti mempromosikan
kewirausahaan,”” mencerminkan kebutuhan lokal,®® menjaga
kelangsungan bisnis dan komunitas,” serta memfasilitasi inovasi.*°
Adanya sejumlah manfaat tersebut juga dapat mendukung upaya
tercapainya SDGs yang menjadi fokus para pembuat kebijakan di era
modern ini.

Kolaborasi antara Pondok Pesantren dan BUM Desa menjadi
strategi alternatif untuk memperkuat tata kelola, inovasi, dan
keberlanjutan ekonomi desa. Meskipun pesantren sendiri tujuan
utamanya bukan kegiatan ekonomi (bisnis), namun kegiatan sosial-
pendidikan. Pesantren adalah salah satu institusi pendidikan di
Indonesia yang memiliki karakter kemandirian, keunikan dan kearifan
lokalnya, sehingga dapat membawanya bertahan hingga ke era modern

25 Supeno, E. 1. (2019). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dan
Penguatan Daya Saing Industri Halal Dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia. Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), 6(2): 1-19.

26 [rvan, M. H. A. R., & Rohim, A. N. (2023). Analisis Model Kolaborasi
Entitas Bisnis Dan Pesantren Dalam Pengelolaan Unit Usaha. Islamic Economics
and Business Review, 1(2), 199-213

27 Bakhru, K.M., Bahera, M. and Sharma, A. (2017). Entrepreneurial
Communities and Family Enterprises of India: An Overview of Their Emergence
and Sustained Growth. Journal of Enterprising Communities: People and Places
in the Global Economy, 12, (1): 32-49

28 Parwez, S. (2017). Community-based Entrepreneurship: Evidences
from a Retail Case Study. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 6(1), 1-
16.

2 Miller, N.J., Besser, T.L., Sattler, S., Miller, N.J., & Weber, S.S. (2010).
Networking as marketing strategy: a case study of small community businesses.
Qualitative Market Research: An International Journal, 13(3): 253-270.

30 Ginting, M.Y., & Chandra, T. (2020). Social Capital for Knowledge
Management System of the Creative Industry System. Journal of Enterprising
Communities: People and Places in the Global Economy, 14(4):1750-6204.
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ini.’! Meskipun bukan lembaga ekonomi, namun pesantren

membutuhkan karakter kemandirian (self-sustainability) yang dapat
dilihat dari unit-unit usaha yang dikelola oleh pesantren. Adanya unit-
unit usaha tersebut memberikan kontribusi yang signifikan bagi
operasional pesantren dalam menjaga kelangsungannya. Selanjutnya,
pesantren memiliki jaringan yang luas di Indonesia sehingga dapat
mendorong kerja sama usaha dengan sektor lain, termasuk BUM Desa.

Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam (PPMI) Assalaam di
Sukoharjo, Jawa Tengah, merupakan contoh pondok pesantren
modern dengan sumber daya manusia, teknologi, dan jaringan bisnis
yang kuat. Sementara itu, Desa Pabelan—Ilokasi pesantren berdiri—
memiliki BUM Desa. Kolaborasi keduanya berpotensi menciptakan
model kerja sama dalam rangka pencapaian SDGs Desa.*> Namun,
belum banyak studi yang mengeksplorasi bentuk kolaborasi pondok
pesantren dan BUM Desa secara sistematis.

Secara teoritis, konsep collaborative governance dari Ansell &
Gash (2008) mengemukakan bahwa kolaborasi lintas sektor hanya
efektif bila memenuhi empat elemen: starting conditions
(kepercayaan awal dan kebutuhan kolaborasi), institutional design,
facilitative leadership, dan transformative collaborative process.>
Tanpa elemen ini, kolaborasi dapat bersifat simbolik dan tidak
berdampak sistemis. Pendekatan ini cocok diterapkan dalam konteks
Desa Pabelan (BUM Desa) dan PPMI Assalaam sebagai penguatan
kelembagaan ekonomi desa melalui kemitraan lintas sektor.

Sebagai bagian dari arah kebijakan nasional, visi pemerintah
melalui Program Asta Cita Prabowo—Gibran menekankan
pembangunan dari desa sebagai mekanisme utama mencapai

31 Zaki, 1., Zusak, M. B. F., Mi’raj, D. A., & Hasib, F. F. (2022). Islamic
community-based business cooperation and sustainable development goals: a
case of pesantren community in Indonesia. International Journal of Ethics and
Systems 38(4), 621-632.

3 Fauzanafi, M. Z., & & Hudayana, B. (2020). Inisiatif Pengembangan
BUMDesa Sebagai Wirausaha Sosial. Bakti Budaya 3(1), 60-71.

3 Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and
Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543—
571.
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pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (4sta Cita poin
ke-6) serta penguatan ekonomi hijau, kreatif, dan ketahanan pangan
berbasis lokal (A4sta Cita poin ke-2 dan ke-7). Pemerintah juga
mendukung revitalisasi BUM Desa dan koperasi desa seperti yang
diamanatkan dalam misi ketiga Asta Cita, yakni membangun Koperasi
Merah Putih, UMKM desa, dan pasar rakyat sebagai lembaga
ekonomi lokal yang inklusif dan demokratis.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:

1. Mengapa BUM Desa berkolaborasi dengan Pondok Pesantren
Modern Islam (PPMI) Assalaam dalam mewujudkan
Sustainable Development Goals (SDGs) Desa?

2. Bagaimana bentuk kolaborasi antara BUM Desa dengan Pondok
Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalaam dalam mewujudkan
Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Pabelan
Sukoharjo?

3. Bagaimana model kolaborasi antara BUM Desa dengan Pondok
Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalaam dalam mewujudkan
Sustainable Development Goals (SDGs) Desa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini

bertujuan untuk:

a. Menganalisis strategi dan praktik yang dilakukan dalam
mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di
Desa Pabelan, Sukoharjo, terutama dalam konteks ekonomi,
sosial, dan lingkungan.

b. Mengidentifikasi alasan dan urgensi kolaborasi antara BUM
Desa dengan Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI)
Assalaam dalam mendukung percepatan pencapaian SDGs
Desa.



2.

9

Mengkaji dan merumuskan model kolaborasi antara BUM Desa
dan PPMI Assalaam dalam kerangka pencapaian pembangunan
desa berkelanjutan, termasuk tahapan, aktor, serta mekanisme

kerja kolaboratif yang dilakukan.

Mengevaluasi efektivitas dan tantangan dari kolaborasi tersebut

dalam memberikan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat

dan peningkatan kapasitas desa menuju tujuan SDGs.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1))

2)

3)

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam
memperluas kajian mengenai kolaborasi kelembagaan
lokal berbasis nilai-nilai keagamaan dan ekonomi
komunitas dalam pembangunan desa berkelanjutan.
Memberikan model konseptual baru dalam bentuk
collaborative partnership framework antara lembaga
ekonomi desa (BUM Desa) dan institusi pendidikan
keagamaan (pesantren) dalam konteks pencapaian SDGs
Desa.

Memperkaya kajian implementasi teori kolaboratif lintas
sektor seperti yang dikembangkan oleh Ansell & Gash
(2008) dalam ruang lingkup lokal dan keindonesiaan.

b. Manfaat Praktis

1))

2)

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan
bagi Pemerintah Desa, pengelola BUM Desa, dan
pengelola pesantren dalam merancang dan melaksanakan
kemitraan yang strategis dan produktif dalam kerangka
pembangunan desa berkelanjutan. Penelitian ini juga
diharapkan menjadi referensi praktis bagi pemerintah
daerah dan kementerian terkait dalam menyusun kebijakan
yang mendorong sinergi kelembagaan lokal demi
percepatan pencapaian SDGs Desa.

Bagi pondok pesantren, khususnya PPMI Assalaam,
penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus
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pengembangan  strategi ekonomi pesantren yang
terintegrasi dengan pengembangan desa sekitar. Adapun
bagi lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan
komunitas, penelitian ini dapat menjadi inspirasi dalam
merancang model pemberdayaan berbasis kolaborasi di
tingkat desa.

D. Kajian Pustaka

Penelitian Zaki et al.,** yang berjudul “Islamic Community-Based
Business Cooperation and Sustainable Development Goals: a Case of
Pesantren Community in Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk
membahas model kerja sama berbasis komunitas antar usaha
pesantren, dengan menggunakan pendekatan studi kasus terhadap
masyarakat pesantren di Indonesia. Data dalam penelitian ini
dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajemen
Hebitren dan diskusi kelompok forum dengan para pemangku
kepentingan Hebitren, yang meliputi manajemen Hebitren sendiri,
Bank Indonesia dan beberapa kementerian terkait. Temuan: Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kerja sama usaha pesantren di
Indonesia terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs). Model kerja sama ini diharapkan mampu memberikan
kontribusi dalam upaya pencapaian SDGs, yang meliputi: tanpa
kemiskinan (SDGs 1), pendidikan berkualitas (SDGs 4), dan
kemitraan untuk tujuan (SDGs 17). Keterbatasan/implikasi penelitian:
Model kerja sama usaha pesantren tidak komprehensif karena
berbagai karakteristik pesantren dan model bisnisnya. Selain itu,
Hebitren (Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren) merupakan salah
satu forum nasional untuk usaha pesantren, sehingga hasil penelitian
ini mungkin dapat diterapkan. Implikasi praktis: Penelitian ini
menyoroti pentingnya manajemen kerja sama unit usaha pesantren
dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur

3 Zaki, 1., Zusak, M. B. F., Mi’raj, D. A., & Hasib, F. F. (2022). Islamic
community-based business cooperation and sustainable development goals: a
case of pesantren community in Indonesia. International Journal of Ethics and
Systems 38(4), 621-632.
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usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pesantren yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta unit-unit usaha yang
mereka kelola membuat pesantren memiliki sejumlah potensi yang
dapat digali, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas
untuk Indonesia. Salah satu cara agar dapat menggali potensi-potensi
tersebut adalah melalui kerja sama antar unit usaha pesantren di
Hebitren. Adanya kerja sama ini memberikan pesantren kesempatan
dalam mengembangkan pengelolaan usahanya dan turut berkontribusi
dalam upaya mencapai SDGs yang menjadi fokus para pembuat
kebijakan saat ini. Selain itu, adanya model kerja sama yang
dikembangkan di Hebitren juga dapat meningkatkan kemandirian
ekonomi pesantren, sehingga dapat membantunya menghadapi
tantangan-tantangan baru di era modern ini.

Penelitian Zaki et al.,>

memiliki persamaan dalam hal meneliti
model kerja sama dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Perbedaannya terletak pada model kerja sama berbasis komunitas
antar usaha pesantren bukan model kerja sama antara pesantren
dengan pemerintah (BUM Desa). Sehingga posisi penelitian saat ini
memperluas model kolaborasi antar entitas yang berbeda, yaitu antara
pondok pesantren modern Islam Assalaam dengan Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa) dalam mewujudkan Sustainable Development
Goals Desa.

Penelitian Saputro & Sukiman,*® yang berjudul “Model Integrasi
Pesantren Dalam  Pemberdayaan Umat Melalui  Program
Entrepreneurship untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah pesantren dapat
membantu mengembangkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan
kesejahteraan para pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif. Peneliti telah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan
panduan. Akan tetapi, untuk menyelidiki tanggapan informan, lebih

35 Ibid.
3 Saputro, M.R., & Sukiman. (2024). Innovative Strategies in
Revitalizing Islamic Education: Case Studies in Pesantren as a Model of

Community Empowerment. International Journal of Social Service and
Research (IJSSR) 4(2), 585-593.
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banyak pertanyaan yang harus diajukan setelah panduan wawancara
yang disediakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
konseptual, pendekatan yang komprehensif dapat digunakan untuk
memberikan pendidikan kewirausahaan integratif, yaitu: Pertama,
lembaga kewirausahaan secara tepat menciptakan pengetahuan
tentang kewirausahaan. Transformasi nilai, transaksi nilai, dan
pelembagaan nilai merupakan salah satu strateginya. Pengembangan
kompetensi adalah yang kedua. Kompetensi kewirausahaan
mengandung unsur-unsur penting yang dapat membantu pemenuhan
kewirausahaan, khususnya dalam pengembangan kompetensi reguler
lengkap dalam keterampilan. Mengetahui dasar-dasar manajemen
bisnis, memiliki pola pikir yang benar, memiliki cukup uang,
mengelola dana, waktu, dan orang dengan sukses. Kepuasan
pelanggan dicapai melalui penawaran barang berkualitas tinggi,
kompetitif, dan mematuhi aturan dan prosedur. Agar lebih efektif,
berbagai kompetensi yang dijelaskan di atas dapat dilakukan dengan
berbagai cara tergantung pada kondisi anggota. Teknik yang tersedia
meliputi teknik outbound, eksplisit, dan implisit. Mencapai
kesejahteraan yang diinginkan sesuai dengan definisi hukum Islam
tentang kesejahteraan akan dimungkinkan dengan bekal pengetahuan
dan kemampuan agama yang cukup.

Penelitian Saputro & Sukiman,’

"memiliki persamaan dalam hal
meneliti pemberdayaan umat oleh pesantren melalui program
entrepreneurship untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan perbedaannya terletak pada adanya model kerja sama
(kolaborasi) antar pesantren dengan pemerintah (BUM Desa).
Sehingga posisi penelitian saat ini bertujuan untuk memperluas, tidak
hanya melaksanakan program entrepreneurship pesantren, tetapi lebih
luas lagi dalam melaksanakan program entrepreneurship dengan
model kolaborasi antar entitas yang berbeda, yaitu antara pondok
pesantren modern Islam Assalaam dengan Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa) dalam mewujudkan Sustainable Development Goals
Desa.

37 bid.
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Penelitian Irvan & Rohim,*® yang berjudul “Analisis Model
Kolaborasi Entitas Bisnis dan Pesantren Dalam Pengelolaan Unit
Usaha . Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran dan upaya yang
dapat dilakukan Pesantren Darul Quran Mulia dalam melakukan
pengelolaan unit usaha yang dimiliki. Penelitian ini merupakan
penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber
data primer dalam penelitian ini adalah pihak PT. Berkah Group dan
karyawan yayasan Darul Quran Mulia. Sumber data sekunder adalah
dokumentasi Pondok Pesantren Darul Quran Mulia dan buku-buku
maupun jurnal-jurnal yang membahas tentang ekonomi pondok
pesantren. Metode analisis menggunakan wawancara dan
dokumentasi dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif
menggunakan pola pemikiran induktif. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwasanya pondok pesantren Darul Quran mulia
menjalankan model kolaborasi dengan PT. Berkah Group dalam
pengelolaan unit usaha, dalam hal ini pondok pesantren Darul Quran
mulia bertindak sebagai customer, sedangkan pihak PT. Berkah Group
sebagai pelayan jasa.

Penelitian Irvan & Rohim,** memiliki persamaan dalam hal
model kolaborasi entitas bisnis dan pesantren. Sedangkan
perbedaannya terletak pada model kerja sama berbasis komunitas
antar kolaborasi entitas bisnis dan bukan model kerja sama antara
pesantren dengan pemerintah (BUM Desa). Sehingga posisi penelitian
saat ini memperluas model kolaborasi antar entitas dan lembaga yang
berbeda, yaitu antara pondok pesantren modern Islam Assalaam
dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mewujudkan
Sustainable Development Goals Desa.

Penelitian Risdiana et al,* dengan judul “Manajemen
Kolaboratif-Didaktif (sic) Dalam Pemberdayaan Komunitas

3 Irvan, M. H. A. R., & Rohim, A. N. (2023). Analisis Model Kolaborasi
Entitas Bisnis Dan Pesantren Dalam Pengelolaan Unit Usaha. Islamic Economics
and Business Review, 1(2), 199-213

¥ Ibid.

40 Risdiana, A., Fitri, F.Z.J., & Nawawi, 1. (2022). Manajemen
Kolaboratif-Didaktif Dalam Pemberdayaan Komunitas Penambang Pasir di
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Penambang Pasir di Lereng Gunung Merapi: Studi Pondok Pesantren
Al-Qadir, Sleman, Yogyakarta”. Penelitian ini mengkaji Pondok
Pesantren Al-Qadir, Wukirsari, Cangkringan, Sleman DI. Yogyakarta
yang telah melakukan pendampingan terhadap komunitas penambang
pasir di lereng Gunung Merapi sejak erupsi tahun 2010. Data
dikumpulkan dengan teknik interviu, observasi, dan dokumentasi.
Kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif, dengan pendekatan
sosiologis. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa trauma
psikologis dan kehancuran perekonomian membawa masyarakat ke
titik terendah kehidupan mereka. Namun, KH. Masrur Ahmad dari PP.
Al-Qadir berhasil mengatasi hal ini dengan mengorganisir korban
erupsi, memberikan dukungan spiritual melalui mujahadahan,
menciptakan lapangan kerja, membangun jaringan ekonomi yang luas,
dan memberikan pendidikan kewirausahaan serta pemahaman aturan
pemerintah. Kepemimpinan karismatik KH. Masrur, didukung oleh
solidaritas masyarakat penambang pasir, memungkinkan terwujudnya
visi pemberdayaan ekonomi jangka panjang melalui pendekatan
manajemen kolaboratif didaktis.

Penelitian Risdiana et al,*' memiliki persamaan dalam hal
manajemen kolaboratif-didaktis dalam pemberdayaan komunitas.
Sedangkan perbedaannya terletak pada model kerja sama kolaboratif-
didaktis dan bukan model kerja sama antar entitas yang berbeda yaitu
antar pesantren dengan pemerintah (BUM Desa). Sehingga posisi
penelitian saat ini memperluas model kolaborasi antar entitas dan
lembaga yang berbeda, yaitu antara pondok pesantren modern Islam
Assalaam dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam
mewujudkan Sustainable Development Goals Desa.

Penelitian Fafurida et al,** dengan judul “Scale-Up
Collaboration Model of Village-Owned Enterprises for Increasing

Lereng Gunung Merapi: Studi Pondok Pesantren Al-Qadir, Sleman,
Yogyakarta.Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah 8(2), 199-224.

41 Ibid.

4 Fafurida, Karsinah, & Bowo, P.A. (2022). Scale-up collaboration
model of village-owned enterprises for increasing village economy.
International Journal of Sustainable Development and Planning, 17(8), 2615-
2619.
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Village Economy”. Penelitian ini merupakan rumusan upaya
peningkatan  kinerja BUM Desa yang bertujuan untuk
mengembangkan model kolaborasi scale up BUM Desa dalam rangka
peningkatan ekonomi desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan
dengan teknik Focus Group Discussion (FGD) kepada BUM Desa,
akademisi, dan industri. Analisis yang digunakan adalah deskriptif-
kualitatif dan CIPP (Context Evaluation, Input Evaluation, Process
Evaluation, dan Product Evaluation). Hasil penelitian menemukan
bahwa model kolaborasi scale-up BUM Desa untuk peningkatan
ekonomi desa melalui kerja sama tripartit BUM Desa-Akademisi-
Industri terbukti mampu mengatasi dua permasalahan yang terjadi
pada BUM Desa. Akademisi mampu membantu mengkaji potensi dan
merumuskan desain inovasi, serta memberikan pelatihan dan
pendampingan. Industri mampu membantu dalam aspek teknologi dan
akses pasar. Hasil penelitian dapat menjadi role model dalam upaya
scale-up BUM Desa untuk meningkatkan ekonomi desa.

Penelitian Fafurida et al,* memiliki persamaan dalam hal
model kolaborasi scale-up BUM Desa dalam rangka peningkatan
ekonomi desa dengan model kerja sama antar BUM Desa. Sedangkan
perbedaannya, dalam penelitian saat ini, model kolaborasi
dikembangkan antar entitas (pesantren) dengan lembaga pemerintahan
desa (BUM Desa). Sehingga posisi penelitian saat ini memperluas
model kolaborasi antar entitas dan lembaga yang berbeda, yaitu antara
pondok pesantren modern Islam Assalaam dengan Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa) dalam mewujudkan Sustainable Development
Goals Desa.

Penelitian del Arco et al.,** dengan judul “Implementing SDGs
to a Sustainable Rural Village Development from Community
Empowerment: Linking Energy, Education, Innovation, and

4 Ibid.

4 del Arco, I., Ramos-pla, A., Zsembinszki, G., Gracia, A. De, & Cabeza,
L. F. (2021). Implementing SDGs to a Sustainable Rural Village Development
from Community Empowerment: Linking Energy, Education, Innovation, and
Research. Sustainability. 2021; 13(23): 1-13.
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Research”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses
transformasi kota madya pedesaan kecil menuju pembangunan
berkelanjutan, secara paralel dengan pengaktifan produktivitas lokal
yang membantu menghilangkan dampak depopulasi pedesaan. Oleh
karena itu, proyek ALMIA didirikan sebagai contoh desa
berkelanjutan yaitu Almatret (Catalonia-Spanyol).** Tulang punggung
proyek tersebut adalah komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat,
yang hasil utamanya adalah terbentuknya jaringan dengan para ahli
dan peneliti untuk membantu transisi energi kota madya, keterlibatan
pemerintah daerah, komitmen terhadap pengembangan teknologi,
serta pengembangan sosial-masyarakat. Selain itu, kegiatan yang
dikembangkan dalam proyek ALMIA selaras dengan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan PBB, yang dianalisis secara rinci.
Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk lebih menyoroti
praktik pembangunan berkelanjutan yang ada terkait dengan
pemberdayaan masyarakat guna mendorong praktik serupa.

Penelitian Del Arco et al.,*® memiliki persamaan dalam hal
pembangunan berkelanjutan (SDGs Desa), namun berbeda dalam hal
transformasi kota madya pedesaan dan dampak depopulasi pedesaan.
Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian saat ini, model kolaborasi
dikembangkan antar entitas (pesantren) dengan lembaga pemerintahan
desa (BUM Desa) menuju pembangunan berkelanjutan. Sehingga
posisi penelitian saat ini tidak hanya meneliti pembangunan
berkelanjutan (SDGs Desa), tetapi model kolaborasi antar entitas dan
lembaga yang berbeda, yaitu antara pondok pesantren modern Islam
Assalaam dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam
mewujudkan Sustainable Development Goals Desa.

4 Proyek ALMIA adalah sebuah inisiatif pembangunan berkelanjutan
yang dilaksanakan di desa Almatret, sebuah kotamadya kecil di Catalonia,
Spanyol. Proyek ini merupakan contoh konkret dari transformasi desa pedesaan
menuju pembangunan yang berkelanjutan, dengan fokus utama pada
pemberdayaan masyarakat lokal.

46 Ibid.
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Penelitian Lestari et al,*’ dengan judul “The Village Fund
Program and Indonesia’s 18th Sustainable Development Goal: A
Bibliometric and Content Study”. Penelitian ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman terperinci tentang VF dan strategi
implementasinya untuk mencapai SDGs berdasarkan kearifan lokal.
Penelitian ini dimulai dengan menyusun tinjauan pustaka dari basis
data Scopus, menggunakan kombinasi unik dari tinjauan pustaka
sistematis (SLR) dan protokol PRISMA. Proses ini menghasilkan 168
dokumen, yang diterbitkan antara tahun 2014 dan 2023, dari hasil
pencarian dan penyaringan awal. Setelah penyempurnaan lebih lanjut,
untuk memastikan relevansi, kami memperoleh 151 artikel yang
dianalisis menggunakan metode bibliometrik dengan VOSviewer,
yang mengidentifikasi sembilan kelompok penelitian yang terkait
dengan VF. Langkah selanjutnya melibatkan studi konten terhadap
115 dokumen, yang diperoleh dari penyaringan naskah menggunakan
kata kunci 'VF', 'keberlanjutan', dan 'Indonesia’, untuk mengeksplorasi
karakteristik publikasi VF dalam konteks implementasi SDG. Untuk
menyarankan strategi tentang bagaimana program VF dapat
mendukung SDG di desa-desa yang menggunakan pendekatan sisi
penawaran serta pendekatan sisi permintaan. Setiap pendekatan
memiliki kelebithan dan kekurangan, tergantung pada kondisi ekonomi
dan lingkungan sosial-politik. Hasil studi ini akan memberikan
wawasan kepada para pembuat kebijakan tentang faktor-faktor
penting yang memengaruhi efektivitas distribusi VF untuk mencapai
SDG.

Penelitian Lestari ef al,*® memiliki persamaan dalam hal
pembangunan berkelanjutan (SDGs Desa), namun berbeda dalam hal
strategi implementasinya untuk mencapai SDGs berdasarkan kearifan
lokal. Sedangkan perbedaan dalam penelitian saat ini model
kolaborasi dikembangkan antar entitas (pesantren) dengan lembaga

47 Lestari, R. 1., Wardono, B., Saptana, S., Wardhana, 1. W., & Indarto, I.
(2023). The Village Fund Program and Indonesia’ s 18 th Sustainable
Development Goal: A Bibliometric and Content Study. International Journal of
Sustainable Development and Planning 18(11), 3505-3518.

48 Ibid.
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pemerintahan desa (BUM Desa) menuju pembangunan berkelanjutan.
Sehingga posisi penelitian saat ini tidak hanya meneliti pembangunan
berkelanjutan (SDGs Desa), tetapi model kolaborasi antar entitas dan
lembaga yang berbeda, yaitu antara pondok pesantren modern Islam
Assalaam dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam
mewujudkan Sustainable Development Goals Desa.

Penelitian Sugandi et al.,*” dengan judul “Achievement of SDGs
Desa in Villages Planning and Budgeting Documents”. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kepatuhan desa terhadap kebijakan SDGs
Desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, transparansi, dan
pelaporan. Analisis data meliputi peninjauan rencana kerja, alokasi
dana, dan laporan pelaksanaan, kemudian mengelompokkannya ke
dalam beberapa kategori. Data keluaran yang dibutuhkan adalah
jumlah kegiatan pelaksanaan program yang selaras dengan tujuan
SDGs Desa, alokasi anggaran, dan laporan pelaksanaan. Penelitian ini
difokuskan pada desa-desa yang berstatus mandiri di Kecamatan
Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Setiap desa telah mematuhi beberapa
tujuan dalam SDGs Desa dengan melakukan berbagai kegiatan
pembangunan infrastruktur, pengembangan masyarakat, dan
pemberdayaan. Namun, masih terdapat empat sasaran yang belum
terpenuhi yaitu rencana SDGs 1, SDGs 10, SDGs 13, dan SDGs 17.
Berdasarkan beberapa simpulan di atas, maka perlu dilakukan
pemantauan dan penyusunan kebijakan tambahan untuk menjelaskan
kepada pemerintah desa bahwa pembangunan harus juga
mempertimbangkan pemerataan, keberpihakan kepada masyarakat
marginal, dan berpihak kepada kelestarian lingkungan.

Penelitian Sugandi e al,”® memiliki persamaan dalam hal
pembangunan berkelanjutan (SDGs Desa), namun berbeda tentang
kepatuhan desa terhadap kebijakan SDGs Desa pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, transparansi, dan pelaporan. Sedangkan

4 Sugandi, 1., Abdoellah, O.S., & Gunawan, B.(2022). Achievement of
SDGs Desa in Villages Planning and Budgeting Documents Achievement of
SDGs Desa in Villages Planning and Budgeting Documents. /OP Conf:
Conference on Sustainability Science 2. 1211, 012001.

30 Ibid.
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perbedaan dalam penelitian saat ini model kolaborasi dikembangkan
antar entitas (pesantren) dengan lembaga pemerintahan desa (BUM
Desa) menuju pembangunan berkelanjutan. Sehingga posisi penelitian
saat ini tidak hanya meneliti pembangunan berkelanjutan (SDGs
Desa), tetapi model kolaborasi antar entitas dan lembaga yang
berbeda, yaitu antara pondok pesantren modern Islam Assalaam
dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mewujudkan
Sustainable Development Goals Desa.

Penelitian Ali et al,’! dengan judul “Effectiveness
implementation of the village sustainable development goals (SDGs)
program in increasing decent work and economic growth at Kabupaten
Lombok Timur”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
efektivitas pelaksanaan program tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs) tujuan ke-8 di Kabupaten Lombok Timur dengan mengkaji
pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi seperti kesempatan kerja,
kualitas sumber daya manusia, dan pengangguran yang didukung oleh
program penyaluran kartu prakerja dan pelatihan balai latihan kerja.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif
deskriptif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara,
angket dan dokumentasi di 5 desa dan 20 responden yang diambil
berdasarkan teknik purposive sampling dengan teknik analisis data
Miles & Huberman dan diolah menggunakan teknik triangulasi
sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Berdasarkan hasil
penelitian terdapat 6 indikator yang digunakan untuk mengetahui
keberhasilan program yaitu sosialisasi program, pengetahuan terkait
program, tujuan program, keberhasilan program, ketepatan sasaran,
dan kepuasan terkait program, dijelaskan bahwa secara umum
implementasi program SDGs dalam peningkatan pekerjaan layak dan
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur belum efektif,
karena desa dan masyarakat belum efektif.

SUAli, M., Jailani, H., Septiana, R., Muhammad, F., & Prio, D. (2025).
Effectiveness implementation of the village sustainable development goals
(SDGS) program in increasing decent work and economic growth at Kabupaten
Lombok Timur. e-Jurnal Apresiasi Ekonomi 13, 1,243-251.
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Penelitian Ali et al,’® memiliki persamaan dalam program
tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), namun berbeda dalam
hal mengkaji pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi seperti
kesempatan kerja, kualitas sumber daya manusia, dan pengangguran
yang didukung oleh program penyaluran kartu prakerja dan pelatihan
balai latihan kerja. Sedangkan perbedaan dalam penelitian saat ini
model kolaborasi antar entitas (pesantren) dengan lembaga
pemerintahan desa (BUM Desa) menuju pembangunan berkelanjutan.
Posisi penelitian saat ini tidak hanya meneliti pembangunan
berkelanjutan (SDGs Desa), tetapi memperluas model kolaborasi antar
entitas dan lembaga yang berbeda, yaitu antara Pondok Pesantren
Modern Islam Assalaam dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM

Desa) dalam mewujudkan Sustainable Development Goals Desa.

Tabel 1.1 Peta Kesenjangan Riset

Asp.e!< Penelitian Terdahulu Kesen] angan dalam

Penelitian Penelitian

Jenis Pesantren <> Pesantren | Belum ada  penelitian

Kolaborasi | (Zaki et al.) | kolaborasi Pesantren <«
Pondok <> Swasta | BUM Desa sebagai entitas
(Irvan &  Rohim) [ yang  berbeda  secara
BUM Desa < | struktural, nilai, dan
Akademisi/Industri operasional
(Fafurida et al.)

Fokus Fokus pada SDGs | Belum mengkaji secara

SDGs Desa | tertentu saja (SDGs 1, | partisipatif dan strategis
4, 8 17) atau | bagaimana dua lembaga
implementasi program | lokal desa berkolaborasi
top-down (Ali et al., | untuk mewujudkan seluruh
Lestari et al.) spektrum SDGs Desa

Tipe Internal pesantren | Kolaborasi antara institusi

Peserta (Hebitren), swasta- | keagamaan (pesantren) dan

Kolaborasi | pesantren, BUMDes- | institusi ekonomi milik
akademisi desa (BUM Desa)

Pendekatan | Banyak menggunakan | Studi kasus mendalam di

Penelitian deskriptif umum; | Desa Pabelan (BUM Desa)
belum mengulas | dan PPMI  Assalaam,

52 Tbid.
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dampak, strategi, dan | dengan analisis struktur
struktur kelembagaan | dan dinamika kolaborasi,
kolaborasi tantangan dan  strategi
pencapaian SDGs desa

Kontribusi | Cenderung sektoral | Menawarkan model
Praktis atau berbasis program | kolaborasi governance
untuk pemerintah berbasis entitas lokal untuk
SDGs Desa | (e.g. pelatihan kerja, | mendukung pembangunan
program prakerja, | berkelanjutan sesuai
pembangunan konteks sosial budaya dan

infrastruktur) spiritual desa
Sintesis literatur dari berbagai studi sebelumnya telah

menunjukkan bahwa pondok pesantren memiliki peran strategis dalam
pemberdayaan masyarakat dan pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs). Penelitian Zaki et al. menyoroti kerja sama
antar unit usaha pesantren dalam kerangka komunitas berbasis
Hebitren yang terkait langsung dengan beberapa poin SDGs, seperti
pengentasan kemiskinan (SDGs 1), pendidikan berkualitas (SDGs 4),
dan kemitraan untuk mencapai tujuan (SDGs 17). Namun, kerja sama
tersebut masih berada dalam lingkup intra-komunitas pesantren dan
belum menjangkau kolaborasi dengan entitas pemerintahan lokal
seperti BUM Desa.
Sementara itu, Saputro & Sukiman menekankan pentingnya
pesantren untuk meningkatkan
Meskipun =~ menekankan  aspek

pendidikan kewirausahaan di
kesejahteraan ~ masyarakat.
pemberdayaan ekonomi, model yang ditawarkan belum menyentuh
kolaborasi lintas kelembagaan, terutama dengan pemerintah desa.
Penelitian Irvan & Rohim yang mengulas kolaborasi antara pesantren
dan entitas bisnis (PT. Berkah Group) juga hanya menampilkan pola
relasi bisnis-klien, bukan sinergi pembangunan yang saling setara dan
partisipatif.

Pendekatan kolaboratif berbasis masyarakat terlihat dalam studi
Risdiana et al., yang mengkaji pemberdayaan komunitas penambang
pasir oleh Pondok Pesantren Al-Qadir. Meskipun mengandung unsur
kolaboratif-didaktis, model ini lebih bersifat spiritual dan sosial, tanpa
integrasi dengan institusi ekonomi desa formal seperti BUM Desa.
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Sebaliknya, penelitian Fafurida et al. telah menyajikan model
kolaborasi scale-up antara BUM Desa, akademisi, dan industri untuk
peningkatan ekonomi desa. Namun, pendekatan ini belum melibatkan
komunitas berbasis keagamaan seperti pesantren sebagai mitra
strategis. Del Arco et al., Lestari et al., dan Sugandi et al. juga
membahas aspek SDGs Desa melalui pemberdayaan komunitas, dana
desa, dan perencanaan pembangunan, namun belum mengelaborasi
peran pesantren sebagai aktor pembangunan lokal. Penelitian Ali et al.
berfokus pada efektivitas pelaksanaan program SDGs Desa dalam
konteks pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, tetapi belum
menempatkan kolaborasi kelembagaan lintas entitas sebagai bagian
dari strategi pencapaian SDGs.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa
belum ada penelitian yang secara eksplisit mengkaji model kolaborasi
antara Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan pondok
pesantren dalam konteks pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.
Padahal, kolaborasi semacam ini sangat potensial dalam mewujudkan
SDGs Desa karena menggabungkan kekuatan sosial-keagamaan
berbasis komunitas dan kapasitas kelembagaan ekonomi desa.

Posisi penelitian ini adalah mengisi kekosongan kajian terkait
model kolaboratif lintas entitas antara BUM Desa dengan pondok
pesantren dalam mewujudkan SDGs Desa. Penelitian ini tidak hanya
melanjutkan wacana pemberdayaan pesantren dan penguatan
kelembagaan desa secara terpisah, tetapi mengusulkan sinergi antara
keduanya melalui pendekatan collaborative governance sebagaimana
dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Studi ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan
model kemitraan pembangunan lokal yang inklusif, partisipatif, dan
berkelanjutan.

E. Kerangka Teori
1. Teori Kolaborasi (Collaborative Theory)
Kolaborasi merupakan bentuk penataan yang kooperatif di
antara dua pihak atau lebih (yang mungkin atau mungkin tidak
memiliki hubungan sebelumnya) yang bekerja bersama-sama untuk
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mencapai tujuan bersama.”® Teori kolaborasi melibatkan studi
tentang hubungan dan interaksi antara individu atau organisasi
yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang saling
menguntungkan.®* Dalam konteks ekonomi, teori kolaborasi
menjelaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai industri dalam
ekosistem ekonomi kreatif untuk menciptakan sinergi,
membagikan sumber daya, dan memperluas peluang bisnis.>

Definisi kolaborasi merupakan proses partisipasi beberapa
orang, kelompok, dan organisasi yang bekerja sama untuk
mencapai hasil yang diinginkan.’® Kolaborasi menyelesaikan visi
bersama, mencapai hasil positif bagi khalayak yang mereka layani,
dan membangun sistem yang saling terkait untuk mengatasi
masalah dan peluang. Kolaborasi juga melibatkan berbagi sumber
daya dan tanggung jawab untuk secara bersama merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi program-program untuk
mencapai tujuan bersama. Menurut Simon-Bown, anggota
kolaborasi harus bersedia untuk berbagi visi, misi, kekuatan,
sumber daya dan tujuan,’ dalam ilmu knowledge management,
kolaborasi merupakan metode efektif mentransfer ‘know how* antar
individu,  sehingga  penting untuk  menciptakan  dan
mempertahankan keunggulan kompetitif. Kolaborasi merupakan
ajaran utama dari knowledge management.

3 Gray, B. (1985). Collaborating: Finding Common Ground for
Multiparty Problems. San Francisco: Jossey-Bass.

>4 Thomson, A. M., Perry, J. L., & Miller, T. K. (2007). Conceptualizing
and Measuring Collaboration. Public Administration Research and Theory,
Vol. 19(1), 23-56.

3 Sabaruddin, A. (2015). Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan
Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

3 Mayer, M., & Kenter, R. (2018). Public Sector Collaboration and
Social Policy. Dalam: Farazmand, A. (ed.), Global Encyclopedia of Public
Administration, Public Policy, and Governance.

57 Bergstrom, A., Clark, R., Hogue, T., Iyechad, T., Miller, J., Mullen, S.,
Perkins, D., Rowe, E., Russell, J., Simon-Brown, V., Slinski, M., Snider, B. A.,
& Thurston, F. (1996). Collaboration_Framework_pub.
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Kolaborasi sebagai resolusi konflik strategi yang
menggunakan kedua ketegasan dan kerja sama untuk mencari
solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini berhasil
biasanya di mana tujuan peserta yang kompatibel, dan interaksi di
antara mereka adalah penting dalam mencapai tujuan-tujuan
tersebut. Pada dasarnya, dalam kolaborasi perusahaan adalah model
alami (karena kolaborasi adalah inti dari organisasi). Kolaborasi
antar-perusahaan adalah perdagangan untuk kepentingan semua
pihak yang terlibat. Ada banyak skenario untuk berkolaborasi.
Dalam konteks bisnis, beberapa situasi berulang: orang-orang
dalam proyek bekerja sama, mencari inovasi di luar perusahaan,
dua perusahaan menciptakan proposal bersama-sama, atau
beberapa perusahaan bermitra untuk membentuk rantai pasokan.
Sedangkan tujuan dari kolaborasi adalah untuk membawa individu,
lembaga, organisasi, dan masyarakat itu sendiri bersama-sama
dalam suasana mendukung secara sistematis memecahkan masalah
yang ada dan muncul yang tidak bisa dengan mudah diselesaikan
oleh satu kelompok saja. Kolaborasi harus fokus pada peningkatan,
komunikasi kapasitas dan efisiensi sekaligus meningkatkan hasil.

Kolaborasi memiliki manfaat langsung atau jangka panjang,
langsung atau tidak langsung, yang meliputi:>® 1) Peningkatan
pengiriman pemrograman; 2) Peluang bagi pengembangan
profesional; 3) Peningkatan komunikasi dan informasi yang
disempurnakan; 4) Peningkatan penggunaan program dan sumber
daya yang tersedia dalam komunitas; 5) Penghapusan duplikasi; 6)
Datang dalam berbagai bentuk, ukuran dan durasi yang bervariasi-
satu ukuran tidak cocok untuk semua, 7) Peningkatan ketersediaan
sumber daya, 8) Peningkatan citra publik, 9) Permasalahan sarana
dan mentalitas; Kurangnya staf atau waktu untuk berpartisipasi
dalam kolaborasi; 10) Mengatasi benturan dengan fokus dan
prioritas organisasi antara kolaborasi dan anggotanya; 11)
Mengatasi ketidakpercayaan dari organisasi lain; 12) Mempercepat

58 Ibid.
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pengambilan keputusan; 13) Terbatasnya sumber daya atau
kurangnya keinginan untuk berbagi sumber daya yang ada; 14)
Posisi pernyataan yang sesuai dengan kebijakan dari anggota
koalisi individu; dan 15) Penarikan dukungan sebagai akibat dari
tekanan luar dari individu atau kelompok.

Menurut Ansell & Gash,* definisi collaborative adalah suatu
bentuk susunan kepemerintahan, di mana satu atau lebih instansi
publik secara langsung berhubungan dengan stakeholder non
negara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal,
berorientasi pada konsensus, deliberatif dan menuju pada formulasi
atau implementasi kebijakan publik, atau dapat pula dalam
manajemen program atau aset publik. Konsep ini menyatakan akan
pentingnya suatu kondisi di mana aktor publik dan aktor privat
(bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya
akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang
tepat untuk publik atau masyarakat. Konsep ini menunjukkan
bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, aktor publik, yaitu
pemerintah, dan aktor privat, yaitu organisasi bisnis atau
perusahaan, bukanlah sesuatu yang terpisah dan bekerja secara
sendiri-sendiri, melainkan bekerja bersama demi kepentingan
masyarakat.

Menurut Emerson et al.,®
struktur dalam sebuah manajemen yang pengambilan keputusan
kebijakan publiknya melibatkan beberapa aktor yang konstruktif
dan berasal dari berbagai sektor, baik itu pemerintah, swasta, dan
masyarakat untuk mencapai suatu tujuan, jika dikerjakan oleh satu
pihak saja, maka tujuan tersebut tidak dapat dicapai. Sedangkan

collaborative sebagai proses

% Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and
practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543—
571.

® Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative
Framework For Collaborative Governance. Journal Of Public Administration
Research And Theory, 22(1), 1-29.
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menurut Dwiyanto,®' dalam collaborative terjadi penyampaian visi,
tujuan maupun strategi dalam aktivitas yang dilakukan antara
pihak-pihak yang melakukan kerja sama untuk mengambil
keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam
mengelola dengan tunduk pada kesepakatan bersama.

Emerson & Nabatchi,®* menuliskan definisi yang lebih luas,
yaitu sebagai proses dan struktur dari pengambilan keputusan
kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat
secara konstruktif antar badan-badan publik, berbagai level
pemerintahan, dan/atau pada ranah publik, privat, dan sipil untuk
melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali
oleh forum bersama. Dengan kata lain, kolaborasi membahas
mengenai kerja sama dua atau lebih stakeholder untuk mengelola
sumber daya yang sama yang sulit dicapai bila dilakukan secara
individual.

Konsep Dbentuk (model) kolaboratif (Collaborative
Governance) dalam penelitian ini yaitu starting condition (kondisi
awal), institusional design (desain institusional), facilitative
leadership (kepemimpinan fasilitatif), dan process collaboration
(proses kolaborasi) antara pondok pesantren modern Islam
Assalaam dengan BUM Desa. Model collaborative menurut Ansell
& Gash,” terdiri atas beberapa tahap, yaitu: 1) Starting Condition
(Kondisi Awal). Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar
stakeholder, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang
berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan
asimetris dalam relasi yang dijalankan. 2) Kepemimpinan
Fasilitatif. = Ansell = mengidentifikasikan  tiga  komponen

! Dwiyanto, A. (2015). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif,
dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 46.

%2 Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative Governance
Regimes. Washington, DC: Georgetown University Press. 55.

6 Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and
practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543—
571.
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kepemimpinan kolaboratif yang efektif,®* yaitu: a) Manajemen
yang cukup terhadap proses kolaborasi; b) Pengelolaan
kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis; c) Memastikan
bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan
yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor. 3) Desain
institusional  (institutional ~ design).  Ansell &  Gash®
mendeskripsikan, bahwa desain institusional mengacu pada
protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara
kritis. Hal yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural
dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi, yang harus
ditekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif.
4). Proses Kolaborasi (collaborative process). Model proses
kolaborasi mengembangkan kolaborasi sebagai perkembangan
tahapan. Ansell mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi,
antara lain: problem setting (penentuan permasalahan), direction
setting (penentuan tujuan), dan implementasi.®¢

Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut: 1) Dialog
tatap muka (face to face), 2) Membangun kepercayaan (trust
building), 3) Komitmen terhadap proses (commitment to process),
4) Share understanding (Berbagi Pemahaman Bersama), dan 5)
Hasil Sementara (Quick Wins / Early Outcomes).”” Kemudian,
pembagian stakeholder menurut Clarkson,%® yaitu stakeholder
kunci/utama (primer) dan sekunder. Stakeholder kunci adalah
pihak yang partisipasinya sangat memengaruhi kinerja organisasi.
Tanpa partisipasi dari stakeholder kunci, maka organisasi tidak
dapat bertahan secara berkelanjutan. Stakeholder sekunder adalah

% Ibid.

% Ibid.

% Ibid.

7 Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and
Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543—
571.

% Clarkson, M. B. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing
and Evaluating Corporate Social Performance. The Academy of Management
Review, 20 (1), 92-117.
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kelompok stakeholder yang mempunyai pengaruh dan dipengaruhi
oleh organisasi lain, tetapi tidak terlibat dalam transaksi organisasi
dan tidak terlalu penting dalam keberlangsungan hidup organisasi.

Ada beberapa model kolaborasi yang dikembangkan oleh
para ahli untuk menjelaskan bagaimana kerja sama antar berbagai
pihak dapat terbentuk dan berjalan efektif. Pertama, model yang
paling dikenal adalah collaborative governance yang dikemukakan
oleh Ansell dan Gash.”” Model ini menekankan pentingnya
keterlibatan langsung antara aktor negara (pemerintah) dan non-
negara (masyarakat sipil, LSM, sektor swasta) dalam proses
pengambilan keputusan bersama yang bersifat formal, deliberatif,
dan berbasis konsensus. Model ini mencakup lima komponen
utama, yaitu kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan
fasilitatif, proses kolaboratif, dan hasil kolaborasi. Model ini sangat
relevan digunakan untuk konteks kebijakan publik, pembangunan
daerah, hingga tata kelola desa.

Kedua, Barbara Gray mengembangkan collaborative process
model yang menjelaskan kolaborasi sebagai proses sosial yang
terjadi ketika pihak-pithak yang memiliki kepentingan berbeda,
namun saling bergantung, berusaha menyelesaikan permasalahan
secara bersama.’”® Proses ini berlangsung melalui tiga tahap, yakni
problem-setting (menyepakati masalah dan pihak terkait), direction-
setting (merancang tujuan dan strategi bersama), serta
implementation (melaksanakan keputusan kolaboratif). Model ini
sangat berguna dalam konteks penyelesaian konflik atau
pengambilan keputusan lintas sektor.

% Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and
practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543—
571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

70 Gray, B. (1989). Collaborating: Finding common ground for multiparty
problems. Jossey-Bass Publishers.
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Ketiga, spectrum of collaboration yang dikembangkan oleh
John M. Himmelman.”' Ia membagi kolaborasi ke dalam empat
tingkat berdasarkan kedalaman hubungan: networking (berbagi
informasi), coordinating (menyesuaikan kegiatan), cooperating
(berbagi sumber daya), dan collaborating (berbagi tanggung jawab,
risiko, dan hasil). Model ini berguna untuk memahami sejauh mana
intensitas dan kualitas kerja sama antar organisasi dalam suatu
inisiatif atau proyek bersama.

Keempat, cross-sector collaboration framework dari Bryson,
Crosby, dan Stone yang menekankan pentingnya kerja sama antara
sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dalam mengatasi
masalah sosial yang kompleks.”> Model ini menguraikan elemen-
elemen kunci seperti kondisi awal, pemicu kolaborasi,
kepemimpinan kolaboratif, serta proses tata kelola yang saling
mendukung.

Kelima, Thomson dan Perry menawarkan pendekatan
dimensional terhadap kolaborasi yang terdiri dari lima aspek utama:
kepercayaan, komitmen, koordinasi, pengambilan keputusan
bersama, dan pengelolaan konflik.”® Pendekatan ini cocok untuk
menganalisis dinamika kerja sama antar lembaga secara lebih rinci.

Keenam, konteks inovasi dan teknologi, Henry Chesbrough
memperkenalkan model open innovation, yaitu kolaborasi yang
terbuka antara perusahaan, akademisi, start-up, dan komunitas
untuk saling berbagi pengetahuan dan sumber daya dalam

" Himmelman, A. T. (2001). On coalitions and the transformation of
power relations: Collaborative betterment and collaborative empowerment. In
C. Huxham (Ed.), Creating Collaborative Advantage (pp. 19—43). Sage.

72 Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and
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mengembangkan produk atau solusi baru.”* Terakhir, untuk kerja
tim atau kelompok kecil, Bruce Tuckman menyusun tahapan team
collaboration yang terdiri dari forming, storming, norming,
performing, dan adjourning, yang menjelaskan dinamika dan
perkembangan kerja sama dalam tim secara psikologis dan

struktural.”

2. Stewardship Theory

Menurut Donaldson & Davis, teori stewardship adalah suatu
keadaan di mana para manajemen memiliki tujuan utama bukan
untuk tujuan pribadi, tetapi untuk kepentingan organisasi.”® Teori
tersebut mengindikasikan bahwa ada hubungan yang erat antara
kepuasan dan kesuksesan organisasi. Stewardship theory dibangun
di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yakni bahwa
manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak
dengan penuh tanggung jawab, serta memiliki integritas dan
kejujuran terhadap pihak lain. Teori stewardship berpendapat
bahwa pengelola akan menyelaraskan kepentingan mereka dengan
kepentingan prinsipiel. Akan tetapi, teori tersebut tidak
menentukan bagaimana tujuan prinsipiel dikomunikasikan kepada
pengelola.”’

Teori pengelolaan menyatakan bahwa individu yang bekerja
dalam suatu organisasi tidak semata-mata didorong oleh
kepentingan pribadi, seperti yang diasumsikan oleh teori agen
prinsipiel, tetapi lebih termotivasi secara intrinsik untuk membantu
organisasi tersebut berhasil. Dalam pengertian itu, pendekatan

74 Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation: The new imperative for
creating and profiting from technology. Harvard Business Press.

75 Tuckman, B. W. (1965). Developmental sequence in small groups.
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76 Donaldson, L., & Davis, J.H. (1991). Toward a Stewardship Theory of
Management. The Academy of Management Review 22, 1, 20-47.

77 Chrisman, J. J. (2019). Stewardship Theory: Realism, Relevance, and
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pengelolaan terhadap tata kelola berorientasi pada keterlibatan,
berbasis kepercayaan, dan berperspektif jangka panjang, yang
diinformasikan oleh model aktualisasi diri dan pelayanan
kolektif.”® Teori stewardship berlaku dan bagaimana praktik
manajemen baru dapat memengaruhi motivasi dan kesejahteraan
karyawan, kepuasan dan keterlibatan pengguna yang dirasakan, dan
kinerja organisasi secara keseluruhan, termasuk efisiensi biaya.”

Teori stewardship adalah kerangka kerja yang menyatakan
bahwa orang-orang termotivasi secara intrinsik untuk bekerja bagi
orang lain atau bagi organisasi guna menyelesaikan tugas dan
tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Teori
stewardship ini menyatakan bahwa orang-orang berpikiran kolektif
dan pro-organisasi daripada individualistis. Dengan alasan tersebut,
teori ini bekerja untuk mencapai tujuan organisasi, kelompok, atau
masyarakat karena hal itu memberi mereka tingkat kepuasan yang
lebih tinggi. Oleh karena itu, teori pengelolaan menyediakan satu
kerangka kerja untuk melakukan karakterisasi motivasi perilaku
manajerial dalam berbagai jenis organisasi.®

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini dapat
menjelaskan keberadaan pemerintah desa (dalam BUM Desa)
sebagai lembaga yang dapat dipercaya dalam menjalankan tugas
dan fungsinya dengan baik untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama,
steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya,
karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai
dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional
karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan
organisasi. Pemerintah desa atau perangkat desa (dalam BUM

78 Abels, C.M. (2023). Stewardship Theory. In: List, R.A., Anheier, H.K.,
Toepler, S. (eds) International Encyclopedia of Civil Society. Springer, Cham.

7 Torfing, J., & Bentzen, T.O. (2020). Does Stewardship Theory Provide
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Management? Administrative Sciences 10(4). 86.
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Desa) sebagai steward bertanggung jawab untuk mengerahkan
segala kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi dan
menyejahterakan masyarakat sebagai pihak yang telah memberikan
amanah. Pemerintah desa sebagai organisasi publik yang diberikan
kepercayaan mengelola desa tersebut dapat menampung aspirasi
masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik.

Stewardship theory ini juga menggambarkan situasi di mana
para abdi (steward) tidak termotivasi oleh tujuan individu,
melainkan menetapkan tujuan pada kepentingan organisasi untuk
mencapai sasaran atau target yang diinginkan.®! Teori ini juga
menggambarkan bahwa steward akan berperilaku sesuai dengan
kepentingan bersama. Apabila kepentingan antara abdi (steward)
tidak sama dengan pemiliknya, maka steward akan lebih memilih
untuk bekerja sama dibandingkan dengan menentangnya. Steward
merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan
perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena
steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan
organisasi.?? Stewardship theory berperilaku steward sebab
berpedoman dengan perilaku tujuan organisasi yang dapat dicapai.
Steward berusaha meningkatkan kinerja dalam organisasi agar
menghasilkan suatu kepuasan dan mampu memuaskan sebagian
besar organisasi lain, dikarenakan mempunyai kepentingan yang
telah dilayani dengan baik dengan adanya suatu peningkatan
kemakmuran yang diraih organisasi.®

Teori tersebut sesuai untuk diterapkan pada penelitian ini
dikarenakan adanya suatu keterkaitan terhadap pelayan atau abdi
selaku stewardship dengan fungsi mengelola sumber daya dan
rakyat selaku principal. Terjadi kesepakatan antara abdi

81 Donaldson, L., & Davis, J.H. (1991). Toward a Stewardship Theory of
Management. The Academy of Management Review 22, 1,20-47.
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Management. The Academy of Management Review 22, 1, 20-47.
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(stewardship) dan rakyat (principal) tentang kepercayaan sesuai
tujuan organisasi. Abdi mengelola kekayaan daerah, pendapatan
daerah berupa aset kesejahteraan rakyat seperti kekayaan alam
yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Dari
penjelasan tersebut, maka stewardship theory dapat digunakan di
dalam penelitian ini.

3. Social Enterprise Theory

Social enterprise adalah kegiatan ekonomi dengan bekerja
sama dengan orang lain atau organisasi masyarakat terkait dengan
maksud penciptaan nilai sosial.®* Istilah social enterprise ini
merujuk pada jenis perusahaan yang tidak hanya melihat aspek
keuntungan saja, namun juga aspek sosial. Certo & Miller®
menjelaskan, ada tiga karakteristik dari social enterprise, yaitu
memiliki misi untuk menciptakan dan memasifkan nilai sosial
tanpa menegasikan nilai profit, ukuran performa perusahaan yang
dinamis dan cenderung sulit diukur, dan memanfaatkan sumber
daya manusia secara sukarela. Social enterprise menawarkan
inovasi sosial dengan mencerminkan proses eksploitasi yang
berhasil dari suatu gagasan baru.®

Social enterprise merupakan sebuah pembaharuan yang luar
biasa mengingat biasanya sebuah wirausaha hanya berorientasi
kepada keuntungan. Sedangkan social enterprise walaupun
merupakan sebuah wusaha, tetapi tidak berorientasi untuk
mendapatkan keuntungan melainkan menitik beratkan kepada
penyelesaian masalah sosial terutama permasalahan ekonomi yang
ada di masyarakat.®” Social enterprise merupakan sebuah gagasan

8 Hulgard, L. (2010). Discourse of Social Entrpreneurship-Variation of
the same Theme. EMES European Research Network.
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yang berdasarkan inovasi dan kreativitas dalam memanfaatkan
sumber daya yang ada seefektif mungkin dan mengembangkannya,
sehingga mendatangkan keuntungan.®

Social Enterprise Theory menjelaskan bahwa kewirausahaan
sosial merupakan pendekatan hibrida yang menggabungkan misi
sosial dengan praktik bisnis untuk menciptakan nilai sosial yang
berkelanjutan. Berbeda dengan perusahaan konvensional yang
berfokus pada keuntungan finansial, social enterprise berorientasi
pada pemecahan masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan
pendidikan, atau krisis lingkungan.® Teori ini menekankan bahwa
inovasi, kewirausahaan, dan keberlanjutan finansial harus berjalan
seiring dalam mencapai dampak sosial jangka panjang. Gregory
Dees menyoroti pentingnya nilai sosial sebagai inti dari

kewirausahaan sosial.”

Dengan demikian, teori ini menyediakan
kerangka untuk memahami bagaimana entitas sosial-bisnis dapat
menjadi aktor kunci dalam pembangunan sosial di era modern.
Dalam hakikatnya, social enterprise merupakan sebuah usaha
jangka panjang karena manfaat yang dihasilkan dari social
enterprise tidak mungkin dirasakan secara langsung, melainkan
memerlukan proses dan waktu yang lama.”"

Pendekatan kewirausahaan sosial atau social enterprise
berdasarkan  kepada  kepercayaan bahwasanya kegiatan
kewirausahaan dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan taraf

hidup masyarakat.”> Social enterprise, dalam kegiatannya, tidak
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dapat berjalan sendiri. Hal ini dikarenakan, pada hakikatnya,
kegiatan bisnis yang dimiliki oleh social enterprise bermula dari
keterbatasan sumber daya alam, maupun sumber daya manusia
yang dimiliki. Sehingga diperlukan kemitraan dengan sektor swasta
maupun organisasi (dalam hal ini, antara pondok pesantren dengan
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk menciptakan
pertumbuhan perekonomian yang efektif (dalam hal ini,
mewujudkan Sustainable Development Goals Desa).”?

Upaya untuk memaksimalkan dampak sosial bagi
masyarakat, social enterprise memerlukan partisipasi masyarakat
secara pasif, sehingga memudahkan proses penyelesaian
permasalahan sosial dan juga menjaga agar dampak sosial yang
dihasilkan dapat berjalan secara berkelanjutan. Social enterprise
tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai pekerja dalam
perusahaan, tetapi juga dapat memfasilitasi mereka untuk
menciptakan usaha masing-masing dengan konsep join venture
atau kerja sama di mana social enterprise memberikan bantuan
yang diinginkan dan usaha baru ini akan membagi keuntungan.”*

Konsep social enterprise lebih menitikberatkan kepada
pemberian fasilitas terhadap perusahaan sosial dengan melibatkan
dampak sosial dan lingkungan mereka melalui penggunaan alat
yang disediakan.”> Konsep ini selaras dengan teori stewardship, di
mana masing-masing dari konsep dan teori ini lebih mementingkan
kepentingan bersama. Dalam hal ini, BUM Desa adalah perusahaan
yang berperan sebagai bentuk usaha sosial dengan memberikan
manfaat sosial kepada masyarakat. Social enterprise, dalam
praktiknya, memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan

% Firdaus, N. (2014). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan
Kewirausahaan Sosial. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 22, 1, 69-81.
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sosial, terutama permasalahan kemiskinan. Social enterprise
didasarkan oleh kesadaran seorang atau sekelompok masyarakat
yang melihat permasalahan yang timbul di masyarakat dan
menimbulkan solusi-solusi untuk mencoba menyelesaikannya,
sehingga social enterprise tidak menitikberatkan pada keuntungan.

Robert D. Putnam dalam bukunya Making Democracy Work:
Civic Traditions in Modern Italy (1993) memperkenalkan konsep
modal sosial (social capital) sebagai kunci keberhasilan institusi dan
pembangunan masyarakat. Modal sosial mengacu pada jaringan,
norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan
kerja sama untuk kepentingan bersama.’® Ciri-ciri Modal Sosial
menurut Putnam: pertama, jaringan sosial (social networks):
Koneksi antar individu atau lembaga yang memungkinkan
terjadinya pertukaran informasi dan sumber daya. Kedua, norma
timbal balik (norms of reciprocity): Harapan bahwa bantuan atau
tindakan akan dibalas dalam bentuk yang setara atau serupa. Dan
ketiga, kepercayaan (trust): Keyakinan bahwa pihak lain akan
bertindak secara kooperatif dan tidak merugikan. Putnam
menekankan bahwa tingginya modal sosial dalam suatu komunitas
meningkatkan kapasitas kolektif untuk membangun kebijakan yang
efektif dan berkelanjutan.

Modal Sosial dan Kolaborasi dalam Pembangunan Desa,
terutama dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals/SDGs), modal sosial menjadi aspek
penting dalam mendorong kolaborasi antar aktor lokal. Kolaborasi
antara BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) dan lembaga
masyarakat seperti PPMI Assalaam (Pesantren atau Organisasi
Masyarakat Sipil) memerlukan jaringan kepercayaan antara aktor
formal dan informal, adanya norma kerja sama dan saling
menguntungkan, dan ruang partisipasi yang memungkinkan dialog
dan sinergi kegiatan. Melalui teori Putnam, kolaborasi tersebut
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dapat dipahami sebagai bagian dari pembangunan berbasis
kapasitas sosial lokal. Semakin tinggi modal sosial yang terbentuk
antara BUM Desa dan organisasi masyarakat seperti PPMI
Assalaam, maka semakin efektif pula kolaborasi dalam mendukung
tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Modal sosial
adalah fondasi bagi tumbuh dan berkelanjutannya social enterprise.
Tanpa kepercayaan, jaringan sosial, dan partisipasi warga, social
enterprise akan sulit menjangkau masyarakat dan menciptakan
dampak yang luas. Dalam konteks BUM Desa & PPMI Assalaam,
teori Putnam dapat menjelaskan mengapa social enterprise yang
mercka jalankan bisa berhasil (atau gagal)—tergantung pada
seberapa kuat modal sosial yang mereka bangun di desa.

Dunia dalam kolaborasi bisnis, gagasan tentang stewardship
maupun social enterprise lebih relevan dengan bisnis saat ini.
Karena bisnis bukan hanya memaksimalkan nilai pemegang saham,
tetapi juga bagian dari masyarakat.”’ Tata kelola perusahaan bisnis
harus sesuai dengan kinerja, sehingga kepemilikan jangka panjang
menjadi relevan dan sukses serta berkelanjutan. Elemen kunci dari
paradigma yang mendukung stewardship maupun social enterprise
dan keberlanjutan, seperti pemimpin yang berpikiran maju yang
berkeinginan untuk mengorbankan keuntungan jangka pendek
demi mendapatkan keuntungan jangka panjang. Selain itu, bisnis
haruslah etis dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban
mereka kepada masyarakat.

Stewardship maupun social enterprise dan pembangunan
berkelanjutan berjalan seiring dengan melibatkan orientasi yang
berfokus pada jangka panjang, bahkan untuk generasi mendatang.
Konsep tersebut memprioritaskan kebaikan bersama dan
merangkul gagasan bersama-sama bertanggung jawab atas dunia
masa depan. Dengan demikian, saat ini lingkungan bisnis

7 Putra, E.P. (2020). Konsep Stewardship Sangat Relevan Diterapkan
dalam Dunia Bisnis. https://feb.ui.ac.id/2018/11/15/konsep-stewardship-sangat-
relevan-diterapkan-dalam-dunia-bisnis/
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dihadapkan dengan keadaan dunia yang cepat berubah, maka perlu
diterapkan konsep stewardship maupun social enterprise dalam
menjalankan bisnis agar menjadi lebih relevan dan penting. Bisnis
yang dikelola dengan baik muncul dari waktu ke waktu sebagai
perusahaan yang bergerak maju dan berorientasi ke depan serta
dapat beradaptasi.

4. Sharia Enterprise Theory

Sharia enterprise adalah suatu konsep yang dikembangkan
berdasarkan nilai-nilai Islam (dalam hal ini pondok pesantren
modern) atau prinsip-prinsip Islam dan berfokus pada pengelolaan
sumber daya yang lebih luas dan lebih berkeadilan dengan tujuan
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Sedangkan paradigma bisnis konvensional lebih fokus pada
kepentingan individu dan keuntungan ekonomi.”® Teori sharia
enterprise adalah sebuah gagasan teoritis yang diusulkan yang
dianggap lebih sesuai untuk diterapkan dalam sistem ekonomi
Islam dan akuntansi syariah. Teori ini merupakan alternatif dari
teori entitas, karena teori ini mencakup faktor-faktor sosial dan
menekankan akuntabilitas. Teori sharia enterprise merupakan teori
bisnis yang menggabungkan sistem nilai ketuhanan. Dalam teori
sharia enterprise, aspek yang paling mendasar adalah pengakuan
terhadap Allah SWT. sebagai pencipta dan pemilik eksklusif atas
semua sumber daya di dunia. Para pemangku kepentingan
diwajibkan oleh Allah SWT untuk memiliki aset, yang juga
mengandung kewajiban untuk memanfaatkan sarana dan tujuan
yang ditentukan oleh Allah SWT.”

% Chapra, M. U (2004). Islamic Economics: A Study of the Economic
Thought of the Prophet and the Early Muslim Community. Islamic Research and
Training Institute (IRTI). Jeddah, Arab Saudi. 409-416.

% Lubis, N., Hardi, H., Aznuriyandi, A., & Fradila, 1. (2018). Analisis
Pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada Perbankan Syariah Dalam
Prespektif Shariah Enterprise Theory (Studi Kasus pada Laporan Tahunan PT.
Bank Syariah Mandiri Tahun 2015 di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Daya Saing,
4(3), 330-336.



39

Teori sharia enterprise dianggap lebih menyeluruh, yakni
dapat menyangkut aspek kepemilikan pribadi atau kelompok dan
juga pengakuan terhadap pihak lain sebagai faktor yang
menentukan keberlangsungan sebuah perusahaan. Sebab konsep ini
mencakup beberapa aspek yaitu moral, sosial, ekonomi, dan politik.
Tujuannya adalah membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi,
dengan kesadaran penuh akan kewajiban kepada Tuhan,
masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait
dengan aktivitas ekonomi. Teori sharia enterprise merupakan
enterprise theory yang telah diinternalisasikan dengan nilai-nilai
Islam untuk menghasilkan teori yang transendental dan lebih
humanis. Triyuwono menyatakan bahwa teori sharia enterprise
mampu beradaptasi dengan keragaman masyarakat (stakeholder).
Hal ini karena konsep teori sharia enterprise mengisyaratkan
bahwa kekuatan ekonomi tidak lagi di satu tangan (pemegang
saham), tetapi di banyak tangan yaitu para pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, teori sharia enterprise ini lebih cocok untuk sistem
ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai syariah.'%

Teori sharia enterprise menawarkan paradigma bisnis
alternatif yang lebih etis dan moral dibandingkan dengan
paradigma bisnis konvensional. Teori sharia enterprise
menekankan pada pentingnya keseimbangan antara kepentingan
individu dan masyarakat, serta pentingnya nilai-nilai moral dan
etika dalam bisnis. Sedangkan paradigma bisnis konvensional
fokus dalam kegiatan bisnis, yakni kepentingan individu yang
berfokus untuk mendapatkan keuntungan tanpa memedulikan
kemaslahatan bersama. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip
kebebasan yang diterapkan, sehingga manusia ataupun pelaku

100 Musthafa, T. F., Triyuwono, 1., & Adib, N. (2020). Application of
Asset Revaluation By the Public Assessment Office: a Reflection of Sharia
Accounting, Shari’Ah Enterprise Theory. International Journal of Economics,
Business and Accounting Research (IJEBAR), 4(03), 16-26.
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bisnis berbasis konvensional cenderung hanya mementingkan
usaha atau dirinya sendiri.!%!

Teori Sharia Enterprise (SET) memberikan kerangka
konseptual yang kuat dalam membingkai kolaborasi antara BUM
Desa dan Pondok Pesantren dalam upaya mewujudkan tujuan
pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa. SET
memosisikan entitas ekonomi sebagai amanah dari Allah SWT,
sehingga kolaborasi yang dibangun antara lembaga desa dan
pesantren tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan
finansial, tetapi juga mengedepankan kemaslahatan umat dan
tanggung jawab spiritual.'> Dalam perspektif ini, nilai-nilai tauhid,
ukhuwah, dan keadilan menjadi pilar utama dalam mendesain
kolaborasi strategis yang berdampak pada kesejahteraan kolektif
masyarakat desa.

Teori ini mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntabilitas
sosial dan spiritual, menjadikan pertanggungjawaban tidak hanya
bersifat horizontal (kepada manusia dan lingkungan), tetapi juga
vertikal (kepada Allah). Hal ini sangat sejalan dengan semangat
SDGs, terutama dalam pengentasan kemiskinan (SDG 1),
pendidikan berkualitas (SDG 4), pekerjaan layak dan pertumbuhan
ekonomi (SDG 8), serta kemitraan untuk pembangunan (SDG 17).
Kolaborasi BUM Desa dan pesantren dalam kerangka SET
memungkinkan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan
secara moral dan spiritual, karena setiap aktivitas ekonomi
ditempatkan sebagai bagian dari ibadah dan sarana menuju falah
(kesejahteraan hakiki).'*

101 pratiwi, N., Sofyan, 1. F., Muhlis, S., & Bulutoding, L. (2024). Kajian
Komparatif Sharia Enterprise Theory Dengan Paradigma Bisnis Konvensional.
Ellgtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6,26-37.

192 Triyuwono, 1. (2006). Rekonstruksi Paradigma Akuntansi: Sebuah
Kritik atas Paradigma Akuntansi yang Dominan dan Kontribusi Pemikiran untuk
Membangun Paradigma Alternatif. Malang: UMM Press.

103 Triyuwono, 1. (2011). Akuntansi Syariah: Perspektif, Teori dan
Filsafat. Jakarta: Rajawali Pers.
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Teori sharia enterprise juga memperluas cakupan
stakeholder, tidak hanya terbatas pada pemilik modal atau
pemerintah desa, tetapi juga mencakup fakir miskin, santri, dan
masyarakat marginal lainnya yang selama ini kurang terlibat dalam
perencanaan pembangunan. Hal ini mendorong model kolaborasi
yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak kepada kelompok
rentan.!® Dalam implementasinya, SET menekankan pentingnya
pelaporan nilai tambah syariah (Shariah Value Added Statement)
yang tidak hanya mencerminkan distribusi laba, tetapi juga
menunjukkan kontribusi sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan
program pemberdayaan umat.'® Dengan demikian, teori sharia
enterprise berperan sebagai fondasi teoritis yang relevan dan
aplikatif dalam penelitian model kolaborasi desa-pesantren yang
bertujuan mendukung pencapaian SDGs Desa berbasis nilai-nilai
Islam.

5. Sustainable Development Goals (SDGs) Desa

Sustainable Development Goals (SDGs) diresmikan pada 25
September 2015 di kantor pusat PBB New York yang bertujuan
untuk dapat mencapai tiga dimensi, yaitu lingkungan, sosial, dan
ekonomi pada tahun 2030.'% Tujuan SDGs desa yaitu upaya
terpadu untuk mewujudkan desa ekonomi tumbuh merata. Dalam
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dinyatakan, bahwa
percepatan  pencapaian  SDGs desa  dilakukan  dengan

104 Widianingsih, A., & Muhammad, H. (2020). Sharia Enterprise Theory
dalam Konteks Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jurnal Ekonomi dan Keuangan
Islam, 6(2), 102—110.

105 Primantara, A., & Triyuwono, 1. (2023). Implementasi Shariah Value
Added terhadap Laporan Keuangan Entitas Syariah. Jurnal TIARA.

106 Alisjahbana, A.S., & Murniningtyas, E. (2018). Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi.
Bandung: Unpad Press. 67; Tysara, L. (2021). 17 Tujuan SDGs sebagai Agenda
Internasional, Simak Sejarahnya. Hot.Liputan6.Com
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memprioritaskan penggunaan dana desa untuk program atau
kegiatan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa.

Sustainable Development Goals Desa merupakan upaya yang
dilakukan untuk mewujudkan 8 tipologi desa, yaitu desa tanpa
kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa
peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan,
desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya.
Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 disebutkan,
bahwa untuk mewujudkan pemulihan ekonomi desa, maka
penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembentukan,
pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa atau badan
usaha milik desa bersama yang bertujuan untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Untuk memudahkan
pelaksanaan dan pemantauan, tujuan-tujuan SDGs secara umum
diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu ekonomi,
sosial, dan lingkungan.'?’

Dimensi ekonomi mencakup tujuan-tujuan yang berkaitan
dengan pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi,
penguatan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan
dalam dimensi ini meliputi SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2
(Tanpa Kelaparan), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan
Ekonomi), SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), SDG 10
(Mengurangi Ketimpangan), dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi
yang Bertanggung Jawab). Dimensi ini menekankan pentingnya
pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan
berkelanjutan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.'*®

107 Bappenas. (2020). Pedoman Teknis Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB/SDGs) Indonesia. Jakarta: Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas.

108 UNDP. (2017). Sustainable Development Goals (SDGs) Knowledge
Platform. United Nations Development Programme.
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Dimensi sosial meliputi aspek-aspek pembangunan manusia
yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Termasuk dalam kelompok ini adalah SDG 3 (Kehidupan Sehat dan
Sejahtera), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 5 (Kesetaraan
Gender), SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi), SDG 11 (Kota dan
Permukiman yang Berkelanjutan), dan SDG 16 (Perdamaian,
Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Dimensi ini
mencerminkan upaya untuk membangun masyarakat yang sehat,
berpendidikan, aman, inklusif, dan berkeadilan sosial.'"

Adapun dimensi lingkungan mencerminkan komitmen untuk
melestarikan dan melindungi ekosistem alam serta mendorong
ketahanan terhadap perubahan iklim. Tujuan-tujuan dalam
kelompok ini meliputi SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau),
SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDG 14 (Ekosistem Laut),
dan SDG 15 (Ekosistem Daratan). Dimensi ini penting untuk
memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak
sumber daya alam, tetapi justru menjaga keberlanjutannya untuk
generasi mendatang.''”

Selain itu, SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)
berfungsi sebagai tujuan lintas sektor yang memperkuat
pelaksanaan seluruh dimensi SDGs melalui kolaborasi multi-pihak.
Kemitraan ini mencakup pemerintah, sektor swasta, masyarakat
sipil, akademisi, hingga lembaga keagamaan seperti pesantren dan
BUM Desa. Oleh karena itu, pengelompokan SDGs dalam tiga
dimensi ini memberikan dasar strategis untuk mengembangkan
pendekatan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Buku "SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Nasional Berkelanjutan" oleh Abdul Halim Iskandar
menegaskan bahwa pembangunan desa yang efektif harus berakar

109 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi. (2021). SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan di Desa. Jakarta: Kemendesa PDTT.

119 UN Environment. (2019). Global Environment Outlook — GEO-6:
Healthy Planet, Healthy People. Cambridge University Press.
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pada karakteristik desa itu sendiri—memahami problem riil, potensi
lokal, serta menyusun data dan perencanaan berbasis partisipasi warga
desa. Buku ini adalah bagian dari trilogi SDGs Desa yang dirancang
untuk memberikan panduan praktis dalam pendataan, perencanaan,
dan pengukuran capaian SDGs di tingkat desa. Menurut Gus Menteri,
SDGs Desa memperluas 17 tujuan SDGs global menjadi 18 tujuan
lokal, dengan tambahan fokus pada kelembagaan desa dinamis dan
budaya desa adaptif sebagai peneguh nilai-nilai lokal dan identitas
komunitas. Data SDGs Desa juga dibangun secara demokratis melalui
keterlibatan warga, RT/RW, dan relawan desa dalam pendataan,
sehingga menghasilkan cakupan data yang sangat rinci dan relevan
untuk perencanaan pembangunan desa.

Abdul Halim Iskandar (2020) melalui bukunya SDGs Desa:
Percepatan ~ Pencapaian ~ Tujuan ~ Pembangunan  Nasional
Berkelanjutan menegaskan bahwa keberhasilan implementasi
SDGs di desa membutuhkan pemahaman mendalam terhadap
kebutuhan lokal, penyusunan data partisipatif oleh warga, dan
pembangunan kelembagaan desa yang adaptif terhadap budaya
setempat. Pendekatan ini menjadi relevan dalam konteks kolaborasi
antara BUM Desa dan PPMI Assalaam, yang telah mempraktikkan
sistem pengelolaan partisipatif, sinergi nilai lokal, serta
pemberdayaan komunitas lewat unit usaha desa dan pesantren.'!!
Keberhasilan implementasi SDGs Desa tidak cukup hanya
berdasarkan capaian fisik atau program, tetapi harus diukur melalui
indikator keberhasilan yang lebih mendalam, yaitu:

a. Partisipasi aktif warga dalam pendataan dan perencanaan;
Kunci utama adalah pelibatan langsung warga desa, RT/RW,
kader, dan relawan dalam proses pendataan SDGs yang
menghasilkan data mikro yang sangat rinci.

! Iskandar, A. H. (2020). SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia.
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b. Kesesuaian program dengan kebutuhan riil desa — Keberhasilan
tercapai jika pembangunan benar-benar menyasar masalah
konkret di lapangan berdasarkan data dan musyawarah desa.

c. Kelembagaan desa yang dinamis dan responsif — Kelembagaan
desa (termasuk BUM Desa) harus adaptif terhadap budaya lokal
dan mampu menjawab perubahan zaman.

d. Sinergi antara nilai lokal dan pembangunan — Pembangunan
harus berakar pada kearifan lokal dan identitas desa, bukan
sekadar mengikuti agenda luar.

e. Peningkatan kualitas hidup warga desa secara merata — Ukuran
keberhasilan adalah kesejahteraan yang dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat, bukan sekadar statistik makro.

f. Kolaborasi lintas sektor — Kemitraan antara desa, pesantren,
dunia usaha, akademisi, dan lembaga lain dianggap penting
untuk mempercepat pencapaian SDGs secara menyeluruh.

Pendekatan ini sejalan dengan praktik kolaboratif antara
BUM Desa dan PPMI Assalaam, yang telah menerapkan prinsip
partisipatif dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai lokal
serta memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui unit-unit
usaha yang terintegrasi dengan pesantren. Kolaborasi ini menjadi
contoh nyata dari implementasi SDGs Desa yang inklusif,
partisipatif, dan berkelanjutan.

6. Sintesis Teori dalam Analisis Model Kolaborasi BUM Desa
dan Pondok Pesantren untuk mewujudkan SDGs
Sintesis teori dalam menganalisis model kolaborasi antara
BUM Desa dan Pondok Pesantren dalam mewujudkan tujuan
pembangunan berkelanjutan di tingkat desa (SDGs Desa).
Penelitian ini memanfaatkan pendekatan teoretis dari collaborative
governance, stewardship theory, social enterprise theory, dan sharia
enterprise theory sebagai kerangka analisis utama.
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Pertama, teori collaborative governance menurut Ansell &
Gash,''? digunakan untuk memahami bagaimana kolaborasi antara
aktor-aktor lokal dapat terbentuk dan berkembang dalam konteks
tata kelola desa. Kolaborasi ini dipandang sebagai suatu proses
interaktif di mana aktor pemerintah dan non-pemerintah secara
langsung terlibat dalam pengambilan keputusan secara konsensus,
melalui mekanisme dialog, rasa saling percaya (trust), dan desain
kelembagaan yang inklusif. Dalam konteks ini, teori tersebut sangat
relevan untuk menjelaskan bagaimana kolaborasi antara BUM
Desa dan pondok pesantren dapat difasilitasi oleh kondisi awal
yang mendukung, struktur kelembagaan yang terbuka, serta
dinamika komunikasi yang produktif.

Kedua, stewardship theory menurut Davis, Schoorman &
Donaldson,'!® berfungsi untuk menganalisis peran kepemimpinan
dalam proses kolaboratif ini. Teori ini menekankan bahwa
pemimpin tidak semata-mata bertindak sebagai agen yang
mengejar kepentingan pribadi, melainkan sebagai steward yang
menjunjung tinggi tanggung jawab moral dan kepentingan kolektif.
Dalam kolaborasi antara BUM Desa dan pondok pesantren,
kepemimpinan fasilitatif menjadi elemen penting yang
memfasilitasi kerja sama yang berlandaskan pada nilai loyalitas,
kepercayaan, dan partisipasi. Stewardship memandang bahwa
dengan tingkat kepercayaan dan tanggung jawab yang tinggi,
pemimpin cenderung memilih tindakan yang menguntungkan
organisasi dan komunitas secara keseluruhan.

12 Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory
and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543—
571.

13 Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a
Stewardship Theory of Management. Academy of Management Review, 22(1),
20-47.
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Ketiga, social enterprise theory menurut Defourny &
Nyssens,''* digunakan untuk menelaah orientasi misi dari
kolaborasi ini. Dalam teori ini, social enterprise merupakan entitas
yang menggabungkan praktik kewirausahaan dengan misi sosial,
serta memberdayakan masyarakat sebagai bagian integral dari
proses bisnis dan dampak sosialnya. Kolaborasi antara BUM Desa
dan pondok pesantren memperlihatkan karakteristik kewirausahaan
sosial, di mana kegiatan usaha tidak hanya mengejar profit,
melainkan juga berorientasi pada pengentasan kemiskinan,
penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian lingkungan—selaras
dengan dimensi SDGs. Dalam konteks lokal yang religius seperti
pesantren, model ini menjadi bentuk inovatif pembangunan
berbasis nilai dan kearifan lokal.

Keempat, sharia enterprise theory menurut Triyuwono, I.
berguna sebagai landasan konseptual dalam penelitian kolaborasi
antara BUM Desa dan pondok pesantren. Teori ini menyediakan
kerangka nilai Islam yang menekankan amanah, keadilan, dan
tanggung jawab spiritual, sehingga kolaborasi tersebut tidak hanya
berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mendukung
pencapaian tujuan SDGs Desa melalui pendekatan inklusif,
pemberdayaan masyarakat marginal, serta pelaporan sosial yang
transparan dan berlandaskan syariah.''”

Pendekatan dalam menjelaskan konseptual yang digunakan
dalam penelitian ini penting untuk merancang suatu kerangka teori
yang mampu merepresentasikan dinamika kolaborasi antara Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan pondok pesantren dalam
kerangka pembangunan berkelanjutan di tingkat desa (SDGs Desa).
Kolaborasi ini tidak dapat dipahami hanya dari satu perspektif
tunggal, melainkan perlu dilihat dari berbagai sudut pandang yang

114 Defourny, J., & Nyssens, M. (2010). Social Enterprise: What it is and
why it matters. In Social Enterprise: At the crossroads of market, public policies
and civil society (pp. 32-56).

15 Triyuwono, 1. (2011). Akuntansi Syariah: Perspektif, Teori dan
Filsafat. Jakarta: Rajawali Pers.
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saling melengkapi. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan
empat pendekatan teori sebagai landasan utama, yaitu collaborative
governance, stewardship theory, social enterprise theory, dan sharia
enterprise theory. Masing-masing teori memberikan kontribusi
penting dalam memahami proses kolaboratif, peran kepemimpinan,
misi sosial-kewirausahaan, dan nilai-nilai spiritual dalam
kolaborasi tersebut. Untuk menyederhanakan pemahaman terhadap
hubungan antar teori dan kontribusinya dalam menganalisis
fenomena yang diteliti, disajikan bagan sintesis berikut sebagai
kerangka teoritis utama penelitian ini.

Gambar I.1. Kerangka Teori Kolaborasi

Kerangka Teeri Kelaborasi BUM Desa dan Pondok Pesantren
Dalam Mewujudkan 5DGs Desa

Kodaborasi BUM Diasa & Pondok Pesantren
Menuju 5DGs Desa
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Bagan di atas menggambarkan keterkaitan antara keempat
pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Di bagian
pusat, kolaborasi antara BUM Desa dan pondok pesantren
digambarkan sebagai inti dari model yang diteliti. Teori
collaborative governance menjelaskan bagaimana tata kelola
kolaboratif terbentuk melalui keterlibatan langsung aktor
pemerintah dan non-pemerintah dalam proses pengambilan
keputusan yang partisipatif dan berbasis kepercayaan. Teori
stewardship melengkapi kerangka ini dengan menekankan
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pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab secara moral
dan berorientasi pada kepentingan kolektif. Selanjutnya, social
enterprise theory memberikan landasan dalam menilai dimensi
sosial dan kewirausahaan dari kolaborasi, di mana kegiatan
ekonomi tidak hanya mengejar profit tetapi juga dampak sosial bagi
komunitas. Sementara itu, sharia enterprise theory memperkuat
kerangka analisis dengan menambahkan dimensi nilai spiritual dan
keadilan sosial berbasis Islam, yang sangat relevan dalam konteks
pesantren. Keempat teori ini membentuk fondasi yang saling
terhubung untuk menjelaskan bagaimana kolaborasi dapat
berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian tujuan SDGs Desa.

F.  Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, di mana
penelitian kualitatif merupakan strategi yang juga dikenal sebagai
pendekatan investigasi karena peneliti biasanya mengumpulkan
data dengan berbicara dengan individu di lokasi penelitian dan
berinteraksi dengan mereka secara tatap muka.!'® Demikian juga
Prasetya mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah
penelitian yang menjelaskan fakta apa adanya yang ada di
lapangan.!'” Dengan demikian, peneliti harus menulis hasil
penelitian sesuai fakta-fakta yang ada di lapangan.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan metode penelitian studi kasus (case study), yaitu
penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk
diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas atau mendalam
terhadap praktik kolaboratif pada konteks tertentu.''® Kasus yang

16 Burhan Bungin. (2001). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada.

7 Prasetya Irawan. (1999). Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar
Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti
Pemula, Jakarta: STAIN. 59.

118 Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and
Methods (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
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dimaksud pada penelitian ini adalah kasus tunggal, berupa
individu-individu dalam pondok pesantren dan desa setempat (Desa
Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah).

Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek
tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus.!!” Penelitian
case study dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang
latar belakang masalah, keadaan, dan posisi suatu peristiwa yang
sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial
tertentu yang bersifat apa adanya (given).'?® Penelitian ini
dilakukan dengan cara menggambarkan atau menjelaskan suatu
keadaan apa adanya, tanpa mengubah atau memengaruhi objek
yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah bagaimana model
kolaborasi antara BUM Desa dan Pondok Pesantren Modern Islam
Assalaam dalam mewujudkan Sustainable Development Goals
(SDGs) di tingkat desa.

2. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini berlokasi di BUM Desa Parama Jaya'?! dan
Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam di Desa setempat (Desa
Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah) dan
dilaksanakan mulai bulan Januari - Mei 2025.

3. Subjek dan Fokus Penelitian
Subjek penelitian ini adalah pengasuh Pondok Pesantren
Modern Islam (PPMI) Assalaam, kepala desa atau sekretaris desa,
tokoh Masyarakat, dan pengurus BUM Desa setempat (Desa
Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah).

119 Sutedi, A. (2015). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
43,

120 Danim, S. (2015). Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
36.

121 Ada dua versi penulisan nama BUMDes ini. Pada logo mereka, kata
pertama ditulis dengan dua huruf a di akhir, Parama. Sedangkan pada NPWP
lembaga, hanya terdapat satu huruf a, Parama. Disertasi ini akan menggunakan
versi kedua.
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Sedangkan fokus penelitian ini adalah starting condition (kondisi
awal), institusional design (desain institusional), facilitative
leadership (kepemimpinan fasilitatif) dan process collaboration
(proses kolaborasi), serta hasil antara Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa) dengan Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam
dalam mewujudkan Sustainable Development Goals Desa.

4. Deskripsi Informan Penelitian
Berikut ini disajikan identitas informan penelitian.

Tabel 1.2 Identitas Informan

Jenis Usia ..
Nama Kelamin |(Tahun) Jabatan Pendidikan
Drs. H. Djoko . ! Kepala UPM S1
Pramono Lakiflaki 2 PPMI Assalaam
Rembyung Kasubbag S2
Samodro, S.Pd., | Laki-laki 41 Litbang UPM
MM PPMI Assalaam
Sri Handoko | Laki-laki | 59 | KepalaDesa ) SMA
Pabelan
Achmad . . Sekretaris Desa S1
Widyanarto, SE Laki-laki 42 Pabelan
Perwakilan SMA
Amin  Suhudi D Masyarakat
Sutiman LI 26 Desa Pabelan
(RT)
Tofik Nur . . Direktur BUM S1
Rahman, ST. YN Q Desa
Sekretaris BUM D3
Salsabila, Amd |Perempuan| 34 Desa Parama
Jaya
Surahman Laki-laki 53 Pemanfaat SMA
Program
Sutarmi Perempuan 49 Pemanfaat Sl
Program

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat disimpulkan subjek
dalam penelitian ini berusia 34-60 tahun, yang memiliki
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pengalaman, pengetahuan dan memahami tentang permasalahan
penelitian terkait dengan model kolaborasi antara Badan Usaha
Milik Desa (BUM Desa) dengan Pondok Pesantren Modern Islam
Assalaam dalam mewujudkan Sustainable Development Goals
Desa.!?? Bahwa subjek dalam penelitian ini adalah pengasuh
Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam, kepala desa atau
sekretaris desa, perwakilan masyarakat desa (RT) dan petugas
pengelola BUM Desa Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah.

S. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang
diperoleh melalui wawancara dengan para informan kunci, yaitu
pengasuh Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam dan aparat
pemerintah Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo. Selain itu, data primer diperoleh juga melalui observasi
langsung, yang difokuskan pada kegiatan kolaboratif antara
pesantren dan BUM Desa Pabelan. Teknik penentuan informan
menggunakan purposive sampling,'” yaitu penentuan sampel
berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian,
seperti pengasuh pesantren yang telah aktif minimal satu tahun,
kepala atau sekretaris desa, pengelola BUM Desa, dan tokoh
masyarakat setempat.

6. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
Teknik pengumpulan data primer dan sekunder dalam
penelitian ini adalah:

122 Sukardi. (2005). Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan
Prakteknya. Jakarta: Bumi Aksara. 157

123 Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel sumber data
dengan pertimbangan tertentu seperti orang yang dianggap paling tahu tentang
apa yang kita harapkan, atau sebagai representasi dari populasi yang relevan.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta. Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi).
Bandung: Remaja Rosdakarya.
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a. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara
adalah pengumpulan data dengan jalannya tanya jawab
sepihak yang dikerjakan sistematis yang berlanjut kepada
tujuan penelitian. Pada umumnya dua orang atau lebih, hadir
secara fisik dalam proses tanya jawab dan masing-masing
pihak dapat menggunakan saluran komunikasi secara sadar
dan lancar.'** Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai
para informan, yaitu antara 1-2 orang pengasuh Pondok
Pesantren Modern Islam Assalaam, 1 orang kepala desa
Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah, 1 orang sekretaris desa Pabelan, Kec. Kartasura,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 1 orang perwakilan
masyarakat desa Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah dan 2 orang petugas pengelola BUM
Desa Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah. Instrumen penelitian ini adalah lembar interview
guide sebagai pedoman wawancara kepada para informan.

b. Observasi

Observasi langsung adalah ketika peneliti membuat
catatan lapangan perilaku dan aktivitas individu atau objek
yang diteliti di lokasi penelitian untuk mendapatkan
informasi riil.'*® Dalam hal ini, observasi berfokus pada
fakta-fakta di lapangan tentang model kolaborasi antara
Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam dengan Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mewujudkan
Sustainable Development Goals Desa. Instrumen penelitian
ini adalah lembar observasi fakta-fakta di lapangan tentang
Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam dan BUM Desa

124 Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.
Bandung: Alfabeta. 66.

125 Creswell, J.W. (2015). Research Design: Qualitative, Quantitative, and
Mixed Methods Approaches. CA: Sage. 103.
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Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah.

. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini
juga menggunakan studi kepustakaan. Studi pustaka
digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang
penting untuk memperoleh landasan konseptual dan teoritis
yang relevan. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah
berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, jurnal,
dokumen resmi kebijakan desa, laporan kegiatan BUM Desa,
hingga publikasi dari lembaga-lembaga yang membahas
SDGs dan kolaborasi kelembagaan.

Teknik ini bertujuan untuk memahami konteks teoritis dari
kolaborasi antara BUM Desa dan lembaga keagamaan (dalam
hal ini PPMI Assalaam), serta menelusuri konsep-konsep utama
seperti  collaborative  governance, stewardship, social
enterprise, dan syariah enterprise sebagai dasar analisis. Selain
itu, studi pustaka juga membantu peneliti dalam merumuskan
kerangka pemikiran dan memetakan temuan terdahulu yang
mendukung atau berbeda dengan fenomena di lapangan.

Menurut Zed,'”® studi pustaka merupakan teknik
pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan literatur
yang relevan dengan topik penelitian guna menemukan
kerangka berpikir yang tepat. Studi pustaka tidak hanya
memperkaya perspektif peneliti, tetapi juga memperkuat
validitas teoritis dari hasil penelitian. Dalam konteks penelitian
ini, studi pustaka menjadi dasar untuk membandingkan praktik
kolaborasi BUM Desa dan PPMI Assalaam di Desa Pabelan
dengan praktik serupa di lokasi lain atau sesuai konsep teoritis,
sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan
reflektif.

126 Zed, M. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan

Obor Indonesia.
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7. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan teknik triangulasi, yang bertujuan untuk memastikan
bahwa data yang diperoleh bersifat akurat, kredibel, dan dapat
dipercaya.!”” Peneliti menerapkan dua jenis triangulasi, yaitu
triangulasi teknik dan triangulasi sumber.'”® Triangulasi teknik
dilakukan dengan membandingkan hasil data yang diperoleh
melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi
langsung terhadap kegiatan kolaboratif antara BUM Desa dan
PPMI Assalaam, serta dokumentasi berupa laporan kegiatan,
notulen rapat, dan perjanjian kerja sama. Sementara itu, triangulasi
sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai
pihak yang terlibat, seperti kepala desa, pengurus BUM Desa,
pengelola PPMI Assalaam, dan masyarakat setempat, untuk
memperoleh sudut pandang yang beragam terhadap praktik
kolaborasi tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat
memverifikasi dan memperkuat temuan-temuan lapangan,
sehingga menghasilkan interpretasi yang valid dan komprehensif
terkait implementasi model kolaborasi dalam mendukung
tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dapat dilakukan dengan model analisis
kualitatif di mana intinya adalah menganalisis interaksi antar
komponen penelitian maupun proses pengumpulan data selama
proses penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam
deskriptif kualitatif memiliki empat tahap model interaktif
kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display),
dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi
(conclusion drawing and verification).

127 Ibid.
128 Moleong, L.J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya. 98.
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Gambar 1.2 Tahap-tahap analisis kualitatif

Analisa data dilakukan untuk menganalisis bagaimanakah
model kolaborasi antara Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam
dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mewujudkan
Sustainable Development Goals Desa. Langkah-langkah analisis
yang dilakukan meliputi:!'?°
a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari metode yang dilakukan yaitu
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Semua jenis data ini
secara umum memiliki satu aspek kunci. Analisisnya,
terutama, tergantung pada keterampilan integratif dan
interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data
yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, data kaya rincian,
dan panjang.

b. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi,
memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan
mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan
maupun transkrip. Dalam penelitian ini diuraikan sebagai
berikut: 1) Pemilihan (selecting). Menurut Miles et al.,'*°
peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-

129 Ibid. 119; Miles, M. B., & Huberman A. M. (2015). Qualitative Data
Analysis. Jakarta: Ul Press. 87.

130 Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldafia, J. (2015). Qualitative Data
Analysis: A Methods Sourcebook. New York: SAGE Publications, Inc. 117.
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dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana
yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya,
informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. 2)
Pengerucutan (focusing). Miles et al.,'3! menyatakan bahwa
memfokuskan data merupakan bentuk pra-analis. Pada tahap
ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan
rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan
dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang
didasarkan pada rumusan masalah. 3) Peringkasan
(abstracting). Tahap membuat rangkuman yang inti, proses,
dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga, sehingga tetap
berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah
terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan
kualitas dan cukupan data. 4) Penyederhanaan dan
Transformasi (data simplifying and transforming). Data
dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan
ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni dengan seleksi
yang ketat, melalui ringkasan atau wuraian singkat,
menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan
sebagainya.
c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya dengan cara peneliti
melakukan penyusunan, pengumpulan informasi ke dalam
suatu matriks atau konfigurasi yang mudah dipahami.
Konfigurasi semacam ini akan memudahkan dalam
penarikan kesimpulan atau penyederhanaan informasi
kompleks ke dalam suatu bentuk yang dapat dipahami'.
Penyajian data sederhana dan mudah dipahami adalah cara
utama untuk menganalisis data deskriptif kualitatif yang
valid. Cara penyajian data ini yaitu dengan menyajikan data

131 Ibid.
132 Miles, M. B., & Huberman A. M. (2015). Qualitative Data Analysis.
Jakarta: Ul Press. 85.
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wawancara dalam bentuk petikan wawancara yang disertai
dengan nama, kode, atau inisial informan, kemudian hari,
tanggal, bulan, tahun wawancara, dan waktu wawancara
dilakukan.
d. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Berawal dari permulaan pengumpulan data, peneliti
mulai mencari makna dari data-data hasil wawancara tentang
model kolaborasi antara Pondok Pesantren Modern Islam
Assalaam dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
dalam mewujudkan Sustainable Development Goals Desa.
Selanjutnya peneliti mencari arti dan penjelasannya,
kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu ke dalam
suatu kesatuan yang mudah dipahami dan ditafsirkan.!33

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disertasi ini merupakan gambaran umum isi
disertasi secara keseluruhan untuk mempermudah dalam pemahaman.
Bab pertama berisikan gambaran umum mengenai apa yang menjadi
latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan
manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian,
dan sistematika penulisan, serta memaparkan teori-teori dan hasil
penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kolaborasi antara BUM
Desa dan pondok pesantren dalam mewujudkan SDGs Desa, termasuk
teori collaborative governance, stewardship, social enterprise, dan
syariah enterprise.

Bab kedua membahas tentang karakteristik objek penelitian
mulai dari profil umum mitra kolaborasi yaitu BUM Desa dan PPMI
Assalaam, sejarah terjadinya kolaborasi dan deskripsi informan.

Bab ketiga membahas dari proses collaborative governance
yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash. Model ini menekankan
pentingnya keterlibatan langsung antara aktor BUM Desa dan PPMI
Assalaam dalam proses terbentuknya kolaborasi, yaitu kondisi awal,
desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaboratif

133 Ibid. 86.
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seperti kepercayaan (trust), dialog tatap muka (face-to-face dialogue),
dan kesepahaman bersama (shared understanding).

Bab keempat menyampaikan bentuk dari kolaborasi BUM Desa
dengan PPMI baik pada aspek ekonomi seperti unit usaha seperti
urban farming & hidroponik komunal, budidaya ikan lele dan ayam
petelur, produksi dan distribusi pangan lokal/ UMKM. Aspek sosial
terdiri dari kegiatan pengobatan gratis bagi RTM, menyediakan
layanan ambulans gratis, dan pendidikan. Sedangkan pada aspek
lingkungan melalui program seperti pengelolaan sampah terpadu dan
penghijauan lingkungan.

Bab kelima menyampaikan analisis model kolaborasi BUM
Desa dengan PPMI Assalaam dengan memaparkan uraian dari struktur
kelembagaan kolaborasi, mekanisme dan proses kolaborasi, dimensi
kolaborasi berdasarkan teori, visualisasi model kolaborasi,
karakteristik dan nilai tambah model, pola kolaborasi, dan kesimpulan
model kolaborasi antara BUM Desa dengan PPMI Assalaam dalam
mewujudkan SDGs Desa.

Terakhir, bab enam, kesimpulan dan saran berisi rangkuman
hasil penelitian, implikasi teoritis dan praktis, serta rekomendasi untuk
pengembangan kolaborasi yang lebih efektif di masa depan.
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A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami model kolaborasi antara
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Parama Jaya dengan Pondok
Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalaam di Desa Pabelan dalam
mendukung pencapaian sustainable development goals (SDGs) Desa.
Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh
kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses Kolaborasi antara BUM Desa dan PPMI Assalaam
dalam mewujudkan SDGs Desa
Proses kolaborasi ini sesuai tata kelola kolaboratif

(collaborative governance) yang mengacu pada teori Ansell dan Gash
(2008), dengan ciri-ciri proses utama sebagai berikut.

a. Starting conditions: modal sosial berupa sejarah hubungan baik,
kepercayaan antar pihak, dan nilai moral bersama menjadi
fondasi awal yang memperkuat legitimasi kolaborasi.

b. Institutional design: struktur kelembagaan yang fleksibel,
inklusif, dan adaptif memungkinkan kolaborasi berjalan
meskipun terdapat perbedaan budaya organisasi antara lembaga
formal (BUM Desa) dan lembaga keagamaan (pesantren).

c. Kepemimpinan fasilitatif: peran pemimpin yang mampu
menjembatani  kepentingan, mendorong partisipasi, dan
menanamkan visi bersama terbukti menjadi penggerak utama
kolaborasi. Kepemimpinan berbasis pelayanan (servant
leadership) dan nilai spiritual menjadi kekuatan transformatif.

d. Collaborative process: proses kolaborasi dijalankan melalui
komunikasi terbuka, musyawarah tatap muka, dan kesepahaman
bersama yang mendorong terwujudnya hubungan yang setara,
inklusif, dan sinergis.

187
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2. Bentuk kolaborasi antara BUM Desa dan PPMI Assalaam
dalam mewujudkan SDGs Desa Pabelan Sukoharjo
Kolaborasi ini dijalankan dalam bentuk kemitraan fungsional

yang mencakup tiga aspek utama pembangunan berkelanjutan berikut.

a. Aspek ekonomi: kegiatan usaha bersama seperti urban farming,
hidroponik, budidaya ikan lele, peternakan ayam petelur, serta
produksi dan distribusi produk UMKM lokal berhasil
menciptakan ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan
meningkatkan pendapatan masyarakat.

b. Aspek sosial: kolaborasi diwujudkan dalam program-program
sosial seperti ambulans dan pengobatan gratis, penyediaan
beasiswa, penguatan pendidikan keagamaan dan formal (TPA
dan sekolah di tanah kas desa), serta pelibatan kelompok
perempuan dan pemuda.

c. Aspek lingkungan: inisiatif bersama dalam pengelolaan sampah
berbasis warga dan pelibatan santri dalam kegiatan penghijauan
mencerminkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan desa
yang sehat dan berkelanjutan.

3. Model kolaborasi antara BUM Desa dan PPMI Assalaam
dalam mewujudkan SDGs Desa
Model kolaborasi antara BUM Desa Parama Jaya dan PPMI
Assalaam di Desa Pabelan merepresentasikan inovasi kelembagaan
lokal yang bersifat partisipatif, transformatif, dan berbasis nilai,
dengan mengintegrasikan peran negara melalui BUM Desa dan
masyarakat sipil religius melalui pesantren dalam mendukung capaian
SDGs Desa. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa sinergi kelembagaan
yang dilandasi prinsip tata kelola kolaboratif mampu menghasilkan
dampak positif pada tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yakni
ekonomi (penguatan usaha lokal dan penciptaan lapangan kerja),
sosial (pemberdayaan komunitas melalui pelatihan dan keterlibatan
perempuan serta pemuda), dan lingkungan (edukasi ekologis dan
pengelolaan sampah berbasis nilai keislaman). Melalui kepemimpinan
fasilitatif dan mekanisme musyawarah, kolaborasi ini membuktikan
bahwa pendekatan pembangunan berbasis nilai dan komunitas tidak
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hanya memperkuat kapasitas desa secara mandiri, tetapi juga relevan
sebagai model kebijakan pembangunan desa yang berkeadilan,
inklusif, dan berkelanjutan.

B.

Implikasi Praktis

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi praktis yang relevan,
baik bagi pemerintah desa, lembaga pesantren, maupun pengambil
kebijakan lainnya.

C.

1. BUM Desa perlu memperkuat legalitas kolaborasi, menyusun

SOP bersama, dan membangun struktur kelembagaan gabungan
yang transparan.

Pesantren dapat memperluas perannya sebagai agen perubahan
sosial, dengan mengintegrasikan kurikulum keterampilan
kewirausahaan dan ekologi dalam kegiatan santri.

Pemerintah daerah perlu mendorong replikasi model kolaboratif
ini ke desa-desa lain dengan pendekatan yang adaptif terhadap
konteks lokal.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan

Setelah memberikan kesimpulan atas hasil kajian pada uraian di atas,
maka di bagian akhir penyusun mencoba memberikan saran kepada:

1. BUM Desa Parama Jaya Desa Pabelan, Kec. Kartasura, dapat

memperbaiki faktor internal BUM Desa, seperti penguatan
struktur organisasi BUM Desa, lebih sering melakukan
koordinasi antara pemerintah desa dengan BUM Desa,
meningkatkan pemahaman regulasi (aturan kesepakatan) terkait
implementasi peraturan BUM Desa, dan memperkuat
kolaborasi antar pemerintah desa maupun lembaga baik swasta
yang ada di Desa Pabelan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal akses terhadap
data-data program desa secara lengkap dan terkini, khususnya
terkait dokumen perencanaan dan anggaran kolaboratif antara
Pemerintah Desa, BUM Desa, dan mitra seperti Pondok
Pesantren. Beberapa informasi penting terkait evaluasi dampak
program, indikator keberhasilan, serta pelibatan masyarakat
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belum seluruhnya terdokumentasi atau terbuka untuk umum.
Keterbatasan ini berpengaruh pada analisis menyeluruh
terhadap efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan
desa. Selain itu, minimnya dokumentasi tertulis tentang praktik
kolaborasi menyebabkan ketergantungan tinggi pada data
wawancara dan observasi lapangan yang bersifat kualitatif.
Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam dapat meningkatkan
kemampuan santri dalam berwirausaha dengan cara
memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan kerja
dan memberikan bantuan pelatihan kewirausahaan pada BUM
Desa maupun masyarakat Desa Pabelan, Kec. Kartasura.
Pengasuh Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam juga harus
terus berusaha memberikan bimbingan yang konsisten kepada
santri maupun masyarakat setempat tentang pentingnya
kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan
Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam dalam mewujudkan
sustainable development goals desa.
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